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MOTTO 

 

ؤْمِنِيَْ  ا اِنْ كُنْتُُْ مه َ وَذَرُوْا مَا بقَِيَ مِنَ الرٰبِوٓا ذقُوا الٰلّٓ يْنَ آمَنوُا ات ِ اَ الَّذ َيُّه ذمْ تفَْعَلوُْا  يٰٓا ِ فاَِنْ ل نَ الٰلّٓ فأَذَْنوُْا بَِِرْبٍ مِٰ

ٖۚ لََ تظَْلِمُوْنَ وَلََ تظُْلمَُوْنَ   وَرَسُوْلِهٖۚ وَاِنْ تبُْتُُْ فلَكَُُْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُُْ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan lepaskan sisa-sisa 

riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak 

mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-

Nya akan memerangimu. Jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka 

bagimu modalmu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”  

(QS. Al-Baqarah : 278-279)
1
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ABSTRAK 

 

Anggita Cahyaning Pratiwi, 2024 : Analaisis Keabsahan Sistem Pembayaran 

PayLater Dalam Jual Beli Pada E-Commere Shopee Menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah dan KUP Perdata. 

Kata Kunci : (Shopee Paylater, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, KUH 

Perdata) 

Ekonomi digital menghasilkan muamalah melalui e-commerce, seperti 

Shopee. Shopee kini merupakan salah satu platform e-commerce yang paling 

populer di Indonesia dengan banyak fitur menarik seperti Shopee memudahkan 

pendaftaran dan memungkinkan pembayaran dengan cicilan Shopee PayLater.  

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme sistem 

pembayaran Shopee Paylater dalam Shopee? 2) Bagaimana keabsahan sistem 

pembayaran paylater dalam jual beli di menurut Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah dan KUH Perdata?. 

Tujuan penelitian adalah: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

mekanisme sistem pembayaran Shopee Paylater pada Shopee 2) Untuk 

mengetahui dan menganalisis keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam jual 

beli di shopee menurut prespektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH 

Perdata. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, menggabungkan data 

dari literatur hukum, dokumen hukum, dan regulasi yang relevan untuk 

menganalisis konsistensi peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan 

data dibahas dengan menggunakan metode bola salju. Bahan ini kemudian 

diklasifikasikan menurut sumber dan hirarki menggunakan sistem kartu seperti 

kartu catatan atau buku catatan harian. 

Hasil dari penelitian ini yaitu, berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan 

maka dapat disimpulkan bahwa 1) mekanisme Shopee PayLater memungkinkan 

pengguna untuk bertransaksi dengan sistem cicilan setelah permohonan disetujui, 

sesuai dengan batas kredit yang diberikan. Pengguna dapat memilih cicilan 3, 6, 

atau 12 bulan dengan suku bunga mulai dari 2,95%. Pembayaran dapat dilakukan 

melalui ShopeePay, Virtual Account, atau Indomaret, dengan opsi pelunasan lebih 

awal jika diinginkan. 2) Menurut KHES, sistem pembayaran SPayLater 

dikategorikan sebagai akad qard, di mana prinsip dasar qard adalah pemberian 

pinjaman tanpa tambahan imbalan atau keuntungan. Meskipun SPayLater 

mengikuti prinsip-prinsip akad qard dalam hal perjanjian pinjaman dan 

pengembalian, ada kekhawatiran mengenai kehadiran bunga cicilan sebesar 

2,95% yang diterapkan dalam sistem ini merupakan praktik riba. Menurut KUH 

Perdata, sistem pembayaranShopee PayLater dianggap sah karena mematuhi 

ketentuan peraturan yang berlaku dan diawasi oleh OJK. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan kebutuhan manusia yang semakin beragam, kemajuan 

teknologi telah membuat segala jenis kegiatan menjadi jauh lebih mudah. Ini 

terutama terlihat pada masyarakat muslim kontemporer yang sering 

menggunakan internet dan perangkat elektronik. Salah satu kegiatan yang 

dapat dijalani dengan lebih mudah berkat kemajuan internet saat ini adalah 

aktivitas muamalah, yang merupakan interaksi antara individu atau bahkan 

sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Perkembangan 

ekonomi digital memunculkan aktivitas muamalah melalui e-commerce, 

dimana proses jual beli yang dilakukan secara online melalui media elektronik 

yang disebut e-commerce.
2
 

Shopee merupakan platform yang didirikan oleh SEA Group pada tahun 

2015 dan berbasis di Singapura, saat ini menjadi salah satu platform e-

commerce terkenal di Indonesia.
3
 Menurut informasi dari Similarweb, Shopee 

saat ini merupakan platform e-commerce kategori marketplace yang paling 

banyak dikunjungi di Indonesia. Shopee fokus pada aplikasi mobile, selain 

transaksi jual beli modern dan mudah, ada banyak fitur yang menarik, 

termasuk 10.10 Sale, Gratis Ongkir dengan Minimal belanja Rp.0., Shopee 

                                                             
2
 Larasati Dhinarti et al., E-commerce dalam perspektif fiqh muamalat, Conference on Islamic 

Management, Accounting, and Economics (CIMAE) Proceeding. Vol. 2, 2019, 162. 
3
 Gatot Suhendra et al., Kekuatan Shopee sebagai E-Commerce Terpopeler di Indonesia Saat Ini, 

Universitas Mercu Buana, 1. 
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Pay, dan yang paling baru adalah Shopee Paylater yang dirilis pada 6 Maret 

2019. Salah satu fitur yang tengah banyak diperbincangkan adalah Shopee 

Paylater (SPayLater) yang merupakan sistem pembayaran yang bekerjasama 

dengan lembaga jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

sebagai penikmat belanja online. 

Pendaftaran untuk Shopee Paylater jauh lebih mudah dan cepat daripada     

mengajukan pembuatan kartu kredit di lembaga perbankan. Dengan 

menggunakan fitur Shopee Paylater nantinya pembayaran dapat dilakukan 

dengan cicilan. Jadi Shopee Paylater adalah pinjaman instan yang diberikan 

kepada pengguna oleh Shopee. Pengguna juga bisa mengajukan tambahan 

limit Shopee Paylater sebanyak 1 kali. Banyak promo menarik ditawarkan jika 

menggunakan fitur ini, seperti memberikan produk pinjaman dana dengan 

pinjaman awal 0%, potongan harga jika barang atau jasa dipesan 

menggunakan Shopee Paylater. Shopee Paylater tentunya memiliki 

kekurangan, seperti tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran. Setiap 

keterlambatan dikenakan denda dan setiap bulan jumlah denda akan semakin 

bertambah jika terus melakukan keterlambatan pembayaran. 

Kemudahan teknologi seperti Shopee Paylater telah mengubah cara 

masyarakat bertransaksi, memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian 

tanpa perlu meninggalkan rumah. Hal ini dapat berdampak pada 

meningkatnya tingkat konsumerisme di Indonesia. Sifat konsumtif dapat 

mempengaruhi baik remaja maupun orang dewasa karena mereka cenderung 

tidak stabil dan belum terbiasa mengendalikan diri. Selain itu, orang dewasa 
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juga bisa memiliki sifat konsumtif, terutama karena banyak dari mereka yang 

takut ketinggalan tren atau yang biasa dikenal dengan istilah FOMO (fear of 

missing out). Ketidakmampuan mereka mengatur keuangan dan gaya hidup 

yang hedon juga menjadi alasan lahirnya budaya konsumtif yang menjamur 

pada masyarakat Indonesia. Selain itu, sifat masyarakat sosialis yang saling 

mempengaruhi antar individu juga menjadi penyebabnya. 

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan peraturan mengenai 

sistem paylater baik dalam peraturan perundang-undangan yang diterbitkan 

oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan KHES. Dalam KHES, 

penggunaan sistem pembayaran Paylater dalam jual beli di e-commerce, 

termasuk Shopee PayLater, menimbulkan permasalahan terkait keabsahan 

transaksi. Beberapa penelitian dan analisis menunjukkan bahwa Shopee 

Paylater terdapat riba dan tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
4
 

Penggunaan Shopee PayLater juga berdampak pada perilaku konsumtif dan 

tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.
5
 Shopee PayLater mengenakan 

biaya keterlambatan sebesar 5% per bulan untuk seluruh tagihan yang belum 

dibayarkan dan bunga minimal sebesar 2,95% dari total transaksi, termasuk 

yang tertunda dari bulan sebelumnya, dapat dianggap sebagai transaksi yang 

melibatkan prinsip riba. Dampaknya dirasakan sebagai beban bagi pengguna.
6
 

                                                             
4 Syaifuddin, A Muh, Ruslang Ruslang, Hasriani Hasriani, and Supriadi Muslimin. “Perspektif 

Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater.” Al-Azhar Journal of Islamic Economics 4, 

no. 2 (2022), 20. 
5
 Julita, et al., “Pengaruh Penggunaan Shopee Paylatter Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa 

Muslim”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(03), 2022, 2953-2957. 
6
 Fauziah, et al., “Analisis Transaksi Jual Beli System Shopee Paylater Dirinjau Dari Perspektif 

Ekonomi Islam”, AT TAWAZUN: Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 2 Nomor 2, Agustus 2022, 98-99. 
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Oleh karena itu, terdapat keraguan terkait keabsahan transaksi Shopee 

PayLater dalam konteks hukum dan ekonomi Islam.  

Hukum posif Indonesia memperjelas tentang penggunaan sistem 

pembayaran paylater dalam jual beli di e-commerce. Berdasarkan Pasal 1767 

KUHPer, bunga pinjaman habis pakai dapat disepakati oleh kedua belah 

pihak, dengan syarat ketentuan bunga tersebut ditulis secara tertulis. Sesuai 

dengan peraturan undang-undang yang diatur dalam Lembaran Negara No. 22 

Tahun 1948, bank tidak boleh melebihi 6% per tahun jika tidak ada peraturan 

bunga yang jelas.
7
 PT Commerce Finance dan mitra lainnya menawarkan 

Shopee Paylater, yang memudahkan pengguna aplikasi untuk mendapatkan 

pinjaman. Selain itu, PBI Nomor 6/26/PBI/2004 menetapkan bahwa suku 

bunga kredit dari bank kepada debitur adalah sebesar 14% per tahun.
8
 

Pada uraian paragraf sebelumnya telah dijabarkan permasalahan yang 

muncul di Shopee Paylater sehingga penelitian ini akan meneliti, menganalisis 

dan mendeskripsikan skripsi dengan judul “Analisis Keabsahan Sistem 

Pembayaran Paylater dalam jual beli di Shope Menurut Kompilasi 

Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata”. Diharapkan dengan 

penelitian ini masyarakat bisa mengetahui keabsahan penggunaan Shopee 

Paylater dalam bertransaksi dan menggunakan fitur ini dengan bijak. 

  

                                                             
7 Erowati, E. M., “Bunga Dalam Perjanjian Hutang Piutang”, Cakrawala Hukum:  Majalah Ilmiah 

Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma. Volume 21 Issue 2, September 2019, 21. 
8 Lestari, Made Ayu Gita. “Keabsahan Shopee Paylater sebagai financial technology dalam 

hukum positif Indonesia”. Jurnal Kertha Semay.  Vol. 10, no. 4, 2022, 775. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian yang akan diambil adalah:  

1. Bagaimana mekanisme sistem pembayaran Shopee Paylater dalam 

Shopee? 

2. Bagaimana keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam jual beli di 

Shopee menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan mekanisme sistem pembayaran 

Shopee Paylater pada Shopee  

2. Untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan sistem pembayaran 

Paylater dalam jual beli di shopee menurut prespektif Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah dan KUP Perdata. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berbagai pihak, 

antara lain: 

1. Manfaat Teoristis 

Diharapkan dapat mengembangkan pemahaman dan wawasan bagi 

individu atau entitas yang memerlukan informasi tentang isu yang serupa, 

serta meningkatkan pemahaman tentang evaluasi keabsahan sistem 

pembayaran Paylater dalam transaksi jual beli di platform shopee, dengan 

mempertimbangkan pandangan dari KHES dan KUH Perdata. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini bertujuan untuk praktik dan perluas pemahaman 

yang didapat dari kuliah, terutama dengan mengulas kevalidan sistem 

pembayaran Paylater dalam transaksi jual beli di shopee sesuai dengan 

pandangan dari KHES dan KUH Perdata. 

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq JEMBER 

Penelitian ini diharapkan akan menambahkan karya ilmiah yang 

berharga dalam koleksi perpustakaan UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 

Jember, terutama terkait dengan analisis keabsahan sistem pembayaran 

paylater dalam transaksi jual beli di shopee sesuai dengan pandangan 

dari KHES dan KUH Perdata. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan 

menjadi sumber referensi yang berharga bagi penelitian berikutnya, 

terutama di Fakultas Syariah yang akan datang, dengan tujuan 

meningkatkan kesempurnaan penelitian di masa mendatang. 

c. Bagi Instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai upaya 

peningkatan kinerja perusahaan juga sebagai bahan evaluasi untuk 

kedepannya tentang analisis keabsahan sistem pembayaran Paylater 

dalam jual beli di shopee menurut KHES dan KUH Perdata. 
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E. Definisi Istilah  

Tujuan dari memberikan penjelasan tentang makna istilah penting yang 

menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian adalah untuk menghindari 

kesalahpahaman tentang interpretasi istilah yang dimaksud oleh penulis. 

1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap sebuah peristiwaa (seperti 

tulisan, tindakan, dan sebagainya) untuk memahami kondisi sebenarnya, 

dengan cara memecah pokok masalah menjadi berbagai bagian, kemudian 

mempelajari tentang setiap bagian dan bagaimana mereka saling terhubung 

adalah kunci untuk memperoleh pemahaman yang tepat dan menyeluruh.
9
  

Dalam konteks ini, analisis bertujuan untuk mengevaluasi keabsahan 

sistem pembayaran Paylater dalam transaksi jual beli di shopee, dengan 

mempertimbangkan pandangan dari KHES dan KUH Perdata.  

2. Keabsahan 

Sifat yang sah atau kesahan. Secara umum keabsahan dipahami 

sebagai konsep yang berhubungan dengan kemampuan informasi atau data 

tertentu untuk benar, akurat, atau dapat dipercaya.
10

 Maka yang dimaksud 

keabsahan di sini adalah keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam 

transaksi jual beli di shopee menurut prespektif  KHES dan KUH Perdata. 

3. Sistem Pembayaran 

Sistem pembayaran yaitu untuk transfer dana dari satu organisasi ke 

organisasi lainnya. Yang pada dasarnya sistem pembayaran ini merupakan 
                                                             
9
 https://kbbi.web.id/analisis.html (diakses pada 10 Oktober 2023) 

10
 https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan (diakses pada 22 November 2024) 

https://kbbi.web.id/analisis.html
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keabsahan
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sesuatu yang erat kaitannya dengan proses pembayaran sesuatu seperti 

pembayaran atas jasa barang, tagihan dan lain sebagainya. 

Ada dua metode pembayaran yakni pembayaran tunai dan non tunai. 

Namun seiring perkembangan zaman, metode pembayaran non tunai 

semakin berkembang juga, sehingga banyak institusi menawarkan sistem 

pembayaran ini karena dirasa memiliki banyak keuntungan oleh 

pelanggan.
11

 

Sistem pembayaran yang dimaksud disini adalah sistem pembayaran 

menggunakan Shopee Paylater dimana pembeli bisa membeli apapun yang 

diingikan dalam transaksi jual beli di shopee berdasarkan prespektif KHES 

dan KUH Perdata. 

4. Paylater 

Paylater barawal dari kata Pay yang berasal dari bahasa Inggris yang 

artinya membayar sedangkan kata Later artinya nanti jadi pay later adalah 

bayar nanti. Istilah “pembayaran nanti” atau pay later ini digunakan untuk 

menggambarkan suatu proses dimana seseorang atau organisasi bisa 

membeli barang atau jasa saat ini dan membayarkan di waktu yang akan 

datang.
12

 

Paylater yang dimaksud di sini adalah jenis kredit yang biasanya 

digunakan untuk pembelian atau perdagangan elektronik online seperti 

                                                             
11

 https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx (diakses pada 22 

November 2024) 
12

 Salsa Wirabuana Dewi, Tanggung Gugat Pengguna Dompet Digital atas Pinjaman Tanpa 

Agunan dalam Praktik Aplikasi Dompet Digital (E-Wallet) Ovo pada Fitur Ovo Paylater, Tesis, 

IR-Perpustakaan Universitas Airlangga, 2019, 15. 

https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx
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halnya di e-commerce Shopee, pembayaran menggunakan Shopee Paylater 

dimana pembeli bisa membeli apapun yang diingikan.   

5. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disusun sebagai respons 

terhadap UU No. 3 tahun 2006, yang mengubah UU No. 7 tahun 1989 

tentang peradilan agama dan memberikan wewenang lebih besar kepada 

peradilan agama, termasuk dalam penyelesaian masalah ekonomi syariah. 

KHES dibuat untuk meningkatkan penerapan hukum fiqih muamalah 

dalam undang-undang Indonesia saat ini dan berfungsi sebagai pedoman 

bagi umat Islam dalam bertindak dengan kekuatan hukum.
13

 Dalam hal ini, 

KHES digunakan untuk menganalisis keabsahan sistem pembayaran 

Shopee Paylater pada transaksi jual beli di shopee. 

6. Kitab Undang-Undang HukumPerdata (KUH Perdata) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah 

kodifikasi hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam 

kehidupan masyarakat. KUH Perdata berisi ketentuan-ketentuan yang 

mengatur hak dan kewajiban dalam hubungan privat atau keperdataan, 

seperti hukum keluarga, hukum benda, hukum perjanjian, dan hukum 

waris. 

KUH Perdata merupakan salah satu warisan hukum dari sistem hukum 

Eropa, khususnya Belanda, yang diadopsi di Indonesia pada masa kolonial. 

                                                             
13

 Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam, 

Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008, 142. 
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Kitab ini dikenal juga sebagai Burgerlijk Wetboek (BW) dan terdiri dari 

empat buku utama: 

1. Buku I: Mengatur tentang Orang (hukum keluarga dan hukum 

perorangan). 

2. Buku II: Mengatur tentang Benda dan kepemilikannya. 

3. Buku III: Mengatur tentang Perikatan (hukum perjanjian). 

4. Buku IV: Mengatur tentang Pembuktian dan Kadaluarsa. 

KUH Perdata menjadi dasar utama dalam menyelesaikan sengketa 

perdata di Indonesia, meskipun penerapannya sering disesuaikan dengan 

hukum adat dan perkembangan hukum modern. Dalam penelitian ini, 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dibahas dengan 

mengaitkannya dengan teori-teori hukum dan praktik penerapan KUH 

Perdata.
14

 Penelitian ini utamanya membahas status dan kekuatan hukum 

dari perjanjian lisan serta bagaimana perjanjian tersebut dapat dibuktikan 

di pengadilan. KUH Perdata yang dimaksud di sini yaitu analisis 

keabsahan sistem pembayaran menggunakan Shopee Paylater dalam 

transaksi jual beli di shopee berdasarkan prespektif KUH Perdata. 

F. Sistematika Pembahasan 

Struktur pembahasan ini adalah ringkasan dari isi skripsi yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang keseluruhan isi 

pembahasan. Secara umum, skripsi ini terbagi menjadi lima bab, di mana 

                                                             
14

 https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail 

(diakses pada 22 November 2024) 

https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-perdata/detail
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setiap bab memiliki sub-bab yang saling berhubungan dan memperdalam 

pemahaman dari bab sebelumnya. Berikut ini adalah struktur pembahasannya: 

BAB I berfungsi untuk menjelaskan latar belakang masalah yang 

menjadi dasar pentingnya penelitian ini, fokus masalah yang menunjukkan 

alasan dilakukannya penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi istilah 

yang digunakan, serta sistematika pembahasan yang akan digunakan dalam 

skripsi ini. 

BAB II mencakup tinjauan pustaka yang terdiri dari dua bagian utama: 

penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu menyajikan hasil-

hasil penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Kajian teori 

membahas berbagai teori yang menjadi landasan dari penelitian ini. 

BAB III menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk 

pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik 

pengumpulan data, validitas data, dan tahapan penelitian. 

BAB IV menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan. 

Bagian ini mencakup gambaran objek penelitian, penyajian data, analisis 

data, dan pembahasan temuan. 

BAB V berisi kesimpulan dari kajian teori dan hasil penelitian, yang 

meliputi kesimpulan, saran-saran, serta penutup yang menjelaskan hasil 

penelitian secara keseluruhan. Bab ini diakhiri dengan daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB II  

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya digunakan untuk menilai tingkat orisinalitas 

penelitian dan menentukan posisi penelitian dalam pengetahuan yang sudah 

ada.
15

 

Dengan penelitian terdahulu, penulis akan meninjau karya yang sudah ada 

sebelumnya. Beberapa studi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Penelitian oleh Hamam Adi Muhana dari Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang pada tahun 2021 berjudul "Analisis Pelaksanaan 

Sistem Shopee Paylater pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI 

Nomor 116/DSN-MUI/2017 tentang Uang Elektronik Syariah”.  

  Dalam penelitian ini, Hamam Adi Muhana menggunakan data 

sekunder secara tidak langsung dari buku-buku, laporan hasil penelitian 

hukum, dan sumber lain yang berkaitan dengan subjek.  Selain itu, 

penelitian ini juga mengandalkan materi hukum primer, terutama fatwa 

DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik 

Syariah. 

  Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas tentang 

Shopee Paylater, tetapi berbeda dalam pendekatan analisis yang 

digunakan. Skripsi Hamam Adi Muhana menganalisis implementasi sistem 

Shopee Paylater dalam aplikasi Shopee dari perspektif Fatwa DSN MUI 
                                                             
15

 Tim penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah” (Jember : Universitas Islan Negeri Kiai 

Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 46. 
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Nomor 116/DSN-MUI/2017 tentang uang elektronik syariah. Sementara 

itu, penelitian ini meneliti keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam 

transaksi jual beli di shopee, dengan mempertimbangkan perspektif 

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan KUH Perdata. 

2. Penelitian Penelitian oleh Elvyo Salsabela dari Institut Agama Islam 

Negeri Ponorogo pada tahun 2020 berjudul "Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Praktik Jual Beli menggunakan Shopee Paylater."  

Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum Islam terhadap 

proses akad jual beli yang melibatkan penggunaan Shopee Paylater. 

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa, secara keseluruhan, 

mekanisme akad jual beli dengan menggunakan Shopee Paylater telah 

memenuhi sejumlah syarat dan prinsip-prinsip dasar akad jual beli serta 

konsep bai' taqsith.  

Meskipun demikian, terdapat beberapa syarat yang belum dipenuhi, 

seperti kejelasan kontrak karena besaran bunga tidak diungkapkan, yang 

dapat menyebabkan pembatalan kontrak karena gharar. Selain itu, hukum 

Islam tidak mengizinkan denda keterlambatan untuk transaksi jual beli 

yang dilakukan melalui Shopee Paylater, meskipun denda tersebut 

dianggap sebagai penundaan pembayaran pembeli. Hal ini disebabkan 

oleh kurangnya kejelasan informasi mengenai penerapan denda dalam 

detail pembayaran.  

Persamaan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama 

mengenai Shopee Paylater, namun variasi terletak pada pendekatan 
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analisis yang diterapkan. Elvyo Salsabela dalam skripsinya mengadopsi 

perspektif hukum Islam, sedangkan dalam penelitian ini, evaluasi terhadap 

validitas sistem pembayaran Paylater dalam transaksi jual beli di shopee 

dilakukan dengan menggunakan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

3. Penelitian oleh Marfuah Sulaeman dari Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah Jakarta pada tahun 2022 berjudul "Keabsahan dan Kekuatan 

Pembuktian Kontrak Elektronik dalam Transaksi Paylater”. 

Menurut penelitian ini, kontrak elektronik yang dibuat dengan Paylater 

memenuhi persyaratan perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUH 

Perdata, serta persyaratan yang ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus 

perdata, alat bukti elektronik dianggap sama dengan alat bukti tertulis. 

Penelitian ini dan penelitian sebelumnya sama-sama berkaitan dengan 

Shopee Paylater; satu-satunya hal yang membedakan keduanya adalah 

bahwa fokus masalah penelitian ini adalah kontrak elektronik yang 

digunakan dalam transaksi Paylater, sedangkan peneliti membahas 

keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam jual beli di shopee menurut 

perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata.  

4. Penelitian oleh Siti Dewi Masithoh dari Universitas Islam Negeri 

Walisongo Semarang pada tahun 2020 berjudul "Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Tambahan Harga Pembiayaan Paylater pada Aplikasi Shopee”.  



15 
 

 

 
 

Fokus utama dari penelitian ini adalah implementasi pembiayaan 

melalui fitur Paylater di platform Shopee, sambil menganalisis aspek 

hukum Islam terkait dengan tambahan biaya dalam pembiayaan tersebut. 

Metode penelitian yang diterapkan adalah hukum normatif-empiris, yang 

mengulas bagaimana aspek hukum normatif seperti peraturan-peraturan, 

undang-undang, dan perjanjian kontrak diaplikasikan dan berfungsi dalam 

konteks masyarakat. 

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah sama-sama 

menjadikan aplikasi Shopee sebagai objek penelitian dan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah bahwa penelitian Siti Dewi 

Masithoh meneliti implementasi pembiayaan Paylater di Shopee dan 

analisis hukum Islam terhadap tambahan harga, sementara peneliti 

meneliti keabsahan sistem pembayaran Paylater dalam jual beli di shopee 

menurut perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata.  

5. Penelitian oleh Okta Eri Cahyadi dari Universitas Islam Indonesia pada 

tahun 2021 berjudul "Pandangan Hukum Islam terhadap Tunda Bayar 

(Paylater) dalam Transaksi E-commerce pada Aplikasi Shopee.”  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Shopee Paylater dibuat dengan 

tujuan menguntungkan dirinya sendiri, memberikan pinjaman elektronik 

kepada pengguna secara langsung melalui platformnya. Namun, penelitian 

ini menemukan bahwa karena Shopee Paylater menghasilkan keuntungan 

dari pengguna dan memberikan jenis pinjaman dengan bunga (riba) 
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kepada pengguna sebelum mereka dapat menggunakan fiturnya, itu 

melanggar prinsip-prinsip Islam.  

Penelitian ini sama-sama membahas Shopee Paylater, tetapi 

metodenya berbeda. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang 

didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam atau fiqh Islam. Di sisi lain, 

pendekatan normatif ini didasarkan pada sudut pandang KHES dan KUH 

Perdata. 

Tabel berikut, akan menjelaskan orisinalitas penelitian yang mencakup 

persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan akan 

dilakukan:  

Tabel 2.1 

               Mapping Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Hasil Panelitian Perbedaan Persamaan 

1 Hamam Adi 

Muhana, 

2021. 

Analisis 

Pelaksaan 

Sistem Shopee 

Paylater pada 

Aplikasi 

Shopee 

Prespektif 

Fatwa DSN 

MUI Nomor 

116/DSN-

MUI/IX/2017 

Tentang Uang 

Elektronik 

Syariah. 

Menurut penelitian, untuk 

menggunakan Shopee PayLater, 

seseorang harus terlebih dahulu 

membuat akun Shopee. Setelah 

itu, mereka perlu menggunakan 

KTP untuk mengaktifkan fitur 

tersebut dan mengikuti prosedur 

aktivasi yang ditentukan. Setelah 

data dimasukkan, Shopee akan 

menyetujui aktivasi dan saldo 

pinjaman akan secara otomatis 

tersedia. Anda dapat membayar 

barang dengan saldo pinjaman 

Shopee PayLater; Anda dapat 

memilih untuk membayar dalam 

satu bulan tanpa bunga atau 

membayar dalam cicilan selama 

dua atau tiga bulan dengan 

bunga. 

 

Kedua, analisis hukum Islam, 

yang mencakup perjanjian qard 

Penelitian Hamam 

Adi Muhana 

membahas Analisi 

Pelaksanaan Sistem 

Shopee Paylater 

pada Aplikasi 

Shopee Prespektif 

Fatwa DSN MUI 

Nomor 116/DSN-

MUI/2017 tentang 

Uang Elektronik 

Syariah, sedangkan 

penelitian 

membahas Analisis 

Keabsahan Sistem 

Pembayaran 

Paylater Dalam Jual 

Beli Online 

Menurut Prespektif 

Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah 

dan Kitab Undang-

Namun, 

persamaan 

penelitian ini 

adalah 

membahas 

Shopee Paylater. 
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dan Fatwa DSN-MUI 

No:116/DSN-MUI/IX/2017 

mengenai pinjaman uang 

elektronik Shopee PayLater di 

pasar internet, menunjukkan 

bahwa pinjaman tersebut 

melanggar syariat Islam. 

Pinjaman Shopee PayLater 

menyebabkan utang pokok 

meningkat, biaya tambahan, dan 

ketidaksesuaian antara waktu 

jatuh tempo dan waktu akad 

dilakukan. 

Undang Hukum 

Perdata. 

2 Elvyo 

Salsabella, 

2020. 

Tinjauan 

Hukum Islam 

terhadap 

Praktik Jual 

Beli 

Menggunakan 

Shopee 

Paylater. 

Hasil penelitian menemukan 

bahwa pertama, secara umum, 

mekanisme akad praktik jual beli 

menggunakan Shopee PayLater 

telah memenuhi beberapa syarat 

dan rukun akad jual beli serta 

bai’ taqsith. Namun, ketika 

besaran bunga tidak dijelaskan 

dengan jelas, kontrak dapat 

dibatalkan karena unsur gharar. 

Karena ketidakjelasan ini, ada 

dua versi mekanisme akad. Versi 

pertama berlaku untuk 

pembiayaan Beli Sekarang 

Bayar Nanti sebelum tanggal 28 

April 2020 dan tidak 

mengandung bunga. Versi kedua 

mulai tanggal 28 April 2020 

mengenakan bunga sebesar 

2.95% untuk pembiayaan Beli 

Sekarang Bayar Nanti yang 

diselesaikan dalam waktu satu 

bulan. Akibatnya, transaksi ini 

melanggar hukum Islam. 

 

Kedua, denda yang dikenakan 

karena keterlambatan 

pembayaran pembeli saat 

melakukan transaksi 

menggunakan Shopee PayLater 

melanggar hukum Islam. Ini 

terjadi meskipun pembeli telah 

menunda pembayaran mereka. 

Perbedaannya 

terletak pada 

prespektifnya pada 

skrispsi Elvyo 

Salsabela 

berdasarkan 

prespektif hukum 

Islam sedangkan 

peneneliti 

beradasarkan 

Analisis Keabsahan 

Sistem Pembayaran 

Paylater Dalam Jual 

Beli Di E-

Commerce Menurut 

Prespektif 

Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah 

dan Kitab Undang-

Undang Hukum 

Perdata. 

Sedangkan 

persamaan 

penelitian ini 

adalah sama-

sama membahas 

tentang Shopee 

Paylater. 
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Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya kejelasan dalam 

informasi penyampaian 

mengenai pengenaan denda pada 

rincian pembayaran. 

3 Marfuah 

Sulaeman, 

2022. 

 

Keabsahan dan 

Kekuatan 

Pembuktian 

Kontrak 

Elektronik 

dalam 

Tranksaksi 

Paylater. 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Marfuah 

Sulaeman, disimpulkan bahwa 

kontrak elektronik yang terjadi 

melalui Sesuai dengan Pasal 

1320 KUH Perdata, layanan 

Paylater dianggap sah karena 

memenuhi persyaratan sahnya 

suatu perjanjian.. Selain itu, 

kontrak tersebut juga dinilai 

sesuai dengan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

 

Lebih lanjut, hasil penelitian ini 

menegaskan bahwa dalam kasus 

perdata, alat bukti elektronik 

dapat memberikan bukti yang 

sama dengan alat bukti tertulis. 

Dengan demikian, kontrak 

elektronik yang terjadi melalui 

Paylater memiliki validitas 

hukum yang sama dengan 

kontrak yang dibuat secara 

tertulis. 

Perbedaannya 

terletak pada 

permasalahan, 

dalam penelitian 

skripsi ini yaitu 

mengenai kontrak 

elektronik dalam 

transaksi Paylater 

sedangkan peneliti 

Analisis Keabsahan 

Sistem Pembayaran 

Pay Later Dalam 

Jual Beli Di E-

Commerce Menurut 

Prespektif 

Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah 

dan Kitab Undang-

Undang Hukum 

Perdata.  

Sedangkan 

persamaan pada 

penelitian ini 

adalah sama-

sama membahas 

tentang Shopee 

Paylater. 

4 Siti Dewi 

Masithoh, 

2020. 

Tinjauan 

Hukum Islam 

terhadap 

Tambahan 

Harga 

Pembiayaan 

Paylater pada 

Aplikasi 

Shopee. 

Hasil riset menunjukkan bahwa 

penggunaan fitur PayLater di 

aplikasi Shopee melibatkan 

beberapa tahap atau prosedur. 

Pengguna perlu mendaftar 

terlebih dahulu dengan Shopee, 

mengisi semua informasi yang 

dibutuhkan menurut ketentuan 

yang berlaku. Setelah 

pendaftaran berhasil, pengguna 

bisa memanfaatkan fitur ini 

untuk berbelanja dengan 

menggunakan metode 

Perbedaannya pada 

penelitian Siti Dewi 

Masithoh aplikasi 

pembiayaan 

paylater dan 

tinjauan hukum 

Islam tentang harga 

tambahan 

pembiayaan 

paylater pada 

aplikasi Shopee dan 

peneliti Analisis 

Keabsahan Sistem 

Persamaan 

penelitian ini 

berkaitan dengan 

Shopee Paylater. 



19 
 

 

 
 

pembayaran ShopeePayLater. 

 

Dalam perspektif hukum Islam, 

penambahan biaya pada 

pembiayaan melalui PayLater di 

Shopee mengundang pandangan 

beragam di kalangan 

cendekiawan. Pertama, ada yang 

mengharamkannya karena 

menganggap penambahan biaya 

tersebut sebagai bentuk riba 

(riba qardh) karena melebihi 

nilai pokok. Kedua, Beberapa 

pihak mengizinkannya dengan 

argumen bahwa biaya tambahan 

tersebut merupakan kompensasi 

(upah) atas penundaan 

pembayaran. Sementara itu, 

pandangan lain menganggap 

transaksi ini sebagai hal yang 

diragukan yang disarankan 

untuk dihindari karena ada 

ketidakjelasan hukum di 

dalamnya. Meskipun demikian, 

mayoritas cendekiawan 

memperbolehkan penambahan 

biaya dalam transaksi jual beli 

melalui sistem PayLater karena 

dianggap sebagai kompensasi 

atas layanan yang diberikan 

Shopee kepada pelanggan. 

Pembayaran 

Paylater Dalam Jual 

Beli Di E-

Commerce Menurut 

Prespektif 

Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah 

dan Kitab Undang-

Undang Hukum 

Perdata. 

5 Okta Eri 

Cahyadi, 

2021. 

Pandangan 

Hukum Islam 

terhadap 

Tunda Bayar 

(Paylater) 

dalam 

Transaksi E-

commerce 

pada Aplikasi 

Shopee. 

Temuan dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Shopee 

Paylater dirancang oleh Shopee 

untuk kepentingan internalnya 

sendiri, dengan memperoleh 

keuntungan dari pinjaman 

pelanggan. Dengan cara yang 

lain, Shopee menyediakan fitur 

pinjaman elektronik ini untuk 

manfaat Shopee sendiri, dan dari 

sudut pandang Islam, Shopee 

Paylater dianggap tidak sesuai 

karena fitur ini meningkatkan 

keuntungan pengguna dan 

merupakan pinjaman dengan 

Perbedaannya 

pendekatan 

normatif  digunakan 

untuk memeriksa 

masalah 

berdasarkan kaidah 

Fiqh Islam 

sedangkan 

penelitini 

memeriksa 

berdasarkan KHES 

dan Kitab Undang-

Undang Hukum 

Perdata. 

Sedangkan 

persamaan pada 

penelitian ini 

adalah sama-

sama membahas 

tentang Shopee 

Paylater. 
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riba. Ini disebabkan oleh 

ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan oleh Shopee sebelum 

pengguna menggunakan fitur 

tersebut, termasuk denda yang 

akan dikenakan jika pembayaran 

dilakukan terlambat atau 

melewati tanggal jatuh tempo. 

Sumber: Penelitian Terdahulu 

Terdapat kesamaan dan perbedaan antara jenis penelitian penulis dan 

penelitian sebelumnya. Persamaannya adalah fokus pada analisis mengenai 

Shopee Paylater. Namun, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan dan 

ruang lingkup penelitian. Penelitian ini mempertimbangkan analisis keabsahan 

sistem pembayaran Paylater dalam transaksi jualo beli di shopee dari 

perspektif penggabungan hukum ekonomi syariah dan KHU Perdata, yang 

tidak diteliti dalam penelitian sebelumnya.  

B. Kajian Teori 

Pemilihan landasan teori bermanfaat untuk memperoleh wawasan baru 

yang kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman secara umum. Hal ini 

memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian, dengan menggunakan 

referensi teori sebagai berikut: 

1. Tinjauan tentang Kredit  

a. Pengertian Kredit 

Kredit artinya adalah kepercayaan, yang berarti kepecayaan bank 

kepada debitur atau peminjam, di mana bank percaya bahwa peminjam 

akan mengembalikan pinjaman sesuai perjanjian. Oleh karena itu dasar 
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kredit adalah kepercayaan.
16

 Di antara syarat-syarat tersebut adalah 

kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan 

atau memenuhi jumlah uang dan bunga yang telah ditetapkan sesuai 

kesepakatan. 

b. Unsur-Unsur Kredit 

Terdapat beberapa komponen yang diperlukan untuk 

memberikan  kredit yaitu
17

: 

1) Kepercayaan. 

Keyakinan pemberi kredit adalah dasar dari kepercayaan yang 

diberikan, bahwa kredit yang disediakan, baik dalam bentuk uang, 

jasa, atau barang, akan dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang 

telah dibuat. 

2) Kesepakatan 

Kesepakatan tersebut diatur dalam bentuk kontrak bisnis, di mana 

setiap pihak menyetujui hak dan kewajiban mereka. 

3) Jangka Waktu 

Mencakup waktu yang sudah disepakati untuk pengembalian kredit. 

Jenis kredit apapun pasti perlu memiliki batas waktu. 

4) Risiko 

Ada dua jenis kerugian konsumen, pertama kerugian yang 

disebabkan oleh ketidakmampuan konsumen (seperti terkena 

                                                             
16

 Apriani Simatupang et al., “The Credit Management”, 15. 
17 Apriani Simatupang et al., “The Credit Management”, 20. 



22 
 

 

 
 

musibah bencana alam) kedua ketidakmampuan konsumen untuk 

melaksanakan pembayaran kredit meskipun mereka mampu. 

5) Balas Jasa  

Biasanya pemberian fasilitas kredit mengharapkan kompensasi dalam 

bentuk bunga, biaya provinsi, dan komisi serta hasil. 

c. Tujuan Kredit 

Kredit memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda bagi bank, 

debitur, dan masyarakat. Berikut adalah analisis tujuan kredit bagi bank, 

debitur, dan masyarakat: 

1) Tujuan Kredit bagi Bank 

Mengoptimalkan manfaat dari bunga yang dihasilkan dari 

pinjaman karena umumnya pinjaman membawa bunga. Menjaga 

keamanan dana yang diserahkan oleh pelanggan sebagai simpanan di 

bank. Meningkatkan penjualan produk perbankan. Menjaga 

likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas lembaga keuangan. 

Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan dana untuk 

investasi dan konsumsi. 

2) Tujuan Kredit bagi Debitur 

Pinjaman dapat memberikan dorongan bagi bisnis para 

pelanggan, meningkatkan volume kegiatan usaha, serta meningkatkan 

kelancaran operasional sehingga terjaga kesinambungan usaha. 

Pelanggan juga dapat menikmati fasilitas tambahan yang disediakan 



23 
 

 

 
 

oleh bank. Jangka waktu pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan dan 

kemampuan pembayaran debitur.
18

 

3) Tujuan Kredit bagi Masyarakat 

Masyarakat melakukan kredit karena adanya kredit bisa 

membantu nasabah memenuhi kebutuhannya. Memajukan 

perekonomian Indonesia melalui kredit. Mengurangi tingkat 

pengangguran karena mereka bisa menggunakannya untuk membuat 

usaha sehingga meciptakan lapangan pekerjaan baru.  

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit memiliki 

manfaat yang signifikan bagi bank, debitur, dan masyarakat. Bank 

mendapatkan keuntungan dari bunga dan memelihara likuiditas, 

solvabilitas, dan rentabilitas. Debitur dapat memperluas usaha dan 

memperlancar usaha sehingga terjadi kontinuitas. Masyarakat dapat 

memenuhi kebutuhan dan mengurangi tingkat pengangguran.  

d. Fungsi Kredit  

Pinjaman memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian, 

terutama dalam mendorong peredaran barang dan jasa, menggalakkan 

penggunaan alat pembayaran, serta meningkatkan pemanfaatan potensi 

ekonomi.
19

 Berikut adalah beberapa fungsi kredit bagi perekonomian:
20

 

                                                             
18

 Septi Ayu Ningtyas, “Analisis Prosedur Pemberian Kredit untuk Menghindari Kredit Macet”,5. 
19

 Tarmizi, “Analisis Kredit Usaha Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Islam dan Konvensional”, 

Jurnal E-KOMBIS, Vol. 3, No. 1, (2017), 33. 
20

 Mohammad fahriyansah, “Pengaruh Kredit terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, 

(jurnal Ilmiah UB, 2018), 4-6.  
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1) Memperluas kegunaan uang: pinjaman memungkinkan individu 

untuk memperoleh barang dan layanan yang tidak dapat mereka beli 

secara langsung dengan uang tunai. 

2) Meningkatkan peredaran uang: kredit memungkinkan uang beredar 

lebih cepat di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan aktivitas 

ekonomi. 

3) Memotivasi kemajuan usaha: kredit dapat memberikan modal bagi 

usaha kecil dan menengah untuk berkembang dan meningkatkan 

produktivitas. 

4) Meningkatkan manfaat barang: pinjaman dapat membantu 

masyarakat memperoleh barang-barang yang lebih mahal dan 

berkualitas tinggi yang mungkin tidak dapat mereka beli secara 

langsung dengan uang tunai. 

Penyaluran pinjaman juga dapat memberikan kesempatan bagi 

masyarakat untuk menginvestasikan, mengirimkan, dan mengkonsumsi 

barang dan jasa. Kredit juga dapat memberikan kontribusi positif 

terhadap perekonomian di Indonesia dengan memfasilitasi kegiatan 

investasi dan modal kerja. Oleh karena itu, peran kredit penting untuk 

mendorong pertumbuhan ekonomi. 

e. Jenis-Jenis Kredit 

Kredit dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria, seperti 

kegunaan, tujuan, jangka waktu, dan jaminannya. Berikut adalah 

beberapa jenis kredit: 
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1) Jenis kredit berdasarkan jangka waktu: 

a) Kredit jangka pendek: berlangsung kurang dari satu tahun; 

b) Kredit jangka menengah: berlangsung dari satu hingga lima 

tahun; 

c) Kredit jangka panjang: berlangsung lebih dari lima tahun. 

2) Jenis kredit berdasarkan jaminan: 

a) Kredit tanpa agunan: pinjaman tanpa jaminan. 

b) Kredit dengan agunan: pinjaman yang memerlukan jaminan, 

seperti rumah atau kendaraan.
21

 

f. Prinsip Pemberian Kredit 

Penyaluran pinjaman juga memungkinkan masyarakat untuk 

investasi, mengirim, dan mengkonsumsi barang dan jasa. Namun, 

sebelum memberikan pinjaman kepada debitur, bank harus memastikan 

bahwa pinjaman tersebut akan dikembalikan sepenuhnya. Keyakinan ini 

didasarkan pada hasil analisis penilaian kredit yang dilakukan sebelum 

pencairan kredit.
22

 Untuk meningkatkan keyakinan nasabah mereka, 

bank bisa melakukan penilaian kredit berdasarkan berbagai prinsip, 

salah satunya adalah analisis 5C:
23

 

1) Character (Karakter): Karakter mengacu pada reputasi dan integritas 

peminjam. Bank akan menilai apakah peminjam dapat dipercaya dan 

                                                             
21

 Dicky hartanto, “Bank Dan Lembaga Keuangan Lain : Konsep Umum Dan Syariah”, 

(Yogyakarta: Aswaja presindo, 2012), 27-28. 
22

 Sutan Remy Sjahdeini, “Kebebasam Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para 

Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank”, (Jakarta: Institusi Bankir Indonesia, 1993), 156. 
23

 Rika Selvita Berliana, “Analisis Sistem Bayar Kredit Marketplace Shopee Paylater Prespektif 

Fatwa DSN Nomor 57/DSN-MUI/V/2005” Skripsi UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023, 23. 
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memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman. Beberapa faktor 

yang diperhatikan dalam karakter adalah sejarah kredit, latar 

belakang pendidikan, dan pengalaman kerja. 

2) Capacity (Kemampuan): Kemampuan mengacu pada kemampuan 

peminjam untuk membayar kembali pinjaman. Bank akan menilai 

apakah peminjam memiliki penghasilan yang cukup untuk membayar 

pinjaman dan apakah peminjam memiliki tanggungan finansial 

lainnya. 

3) Capital (Modal): Modal mengacu pada jumlah modal yang dimiliki 

oleh peminjam. Bank akan menilai apakah peminjam memiliki modal 

yang cukup untuk menjamin pembayaran pinjaman. 

4) Collateral (Jaminan): Jaminan mengacu pada aset yang digunakan 

sebagai jaminan untuk pinjaman. Bank akan menilai apakah aset 

yang dijadikan jaminan memiliki nilai yang cukup untuk menjamin 

pembayaran pinjaman. 

5) Conditions (Kondisi): Kondisi mengacu pada kondisi ekonomi dan 

industri di mana peminjam beroperasi. Bank akan menilai apakah 

kondisi ekonomi dan industri mendukung kemampuan peminjam 

untuk membayar pinjaman.
24

 

Dalam melakukan analisis 5C, bank akan menilai setiap faktor 

secara terpisah dan kemudian menggabungkan hasilnya untuk 

                                                             
24

 Lailatul Jamilah, “Analisis Prinsip 5C”, 4. 

https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/download/2221/2021 (diakses pada, 7 November 

2023)  
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menentukan apakah peminjam layak untuk diberikan pinjaman. Analisis 

5C ini membantu bank untuk mengurangi risiko kredit dan memastikan 

bahwa pinjaman yang diberikan dapat dibayar kembali dengan lancar. 

g. Tahapan dalam Kredit 

Proses mengajukan permohonan kredit melibatkan beberapa tahap, 

yang mungkin sedikit bervariasi tergantung pada lembaga dan jenis 

kredit yang dicari. Tahap umum dalam mengajukan permohonan kredit 

adalah sebagai berikut:  

1) Melengkapi formulir kredit: langkah awal di mana pemohon 

memberikan informasi pribadi dan keuangan yang diperlukan untuk 

melakukan permohonan kredit. 

2) Melengkapi persyaratan: calon penerima kredit harus memenuhi 

persyaratannya yang diperlukan, yang dapat mencakup penyediaan 

identitas pribadi, laporan keuangan, dan dokumen terkait lainnya. 

3) Penyerahan dokumen: setelah menyelesaikan persyaratan, pemohon 

menyerahkan dokumen yang diperlukan ke bank atau lembaga 

keuangan. 

4) Verifikasi data: dokumen dan informasi yang diserahkan kemudian 

diperiksa oleh bank atau lembaga keuangan untuk memastikan 

keakuratan dan keaslian mereka. 

5) Analisis kredibilitas kredit: lembaga keuangan melakukan analisis 

untuk mengevaluasi kreditabilitas pemohon, yang mencakup 
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penilaian faktor-faktor seperti pendapatan, riwayat kredit, dan 

stabilitas keuangan. 

6) Penetapan struktur pinjaman: lembaga keuangan menentukan struktur 

kredit berdasarkan analisis situasi keuangan pemohon, termasuk 

jumlah pinjaman, periode pembayaran, suku bunga, dan jaminan, jika 

berlaku. 

7) Persetujuan atau penolakan pinjaman: berdasarkan analisis dan 

verifikasi, lembaga keuangan membuat keputusan untuk menyetujui 

atau menolak aplikasi pinjaman. 

Tahap-tahap yang sudah dijelaskan ini bisa bervariasi tergantung 

pada kebijakan dan prosedur khusus lembaga pinjaman dan jenis kredit 

yang diminta. Selain itu, persyaratan dan proses mungkin berbeda antara 

negara dan lembaga keuangan yang berbeda. 

h. Kredit ditinjau dari Hukum Islam 

Ada beberapa studi yang menganalisis kredit dari sudut pandang 

hukum Islam. Pertama menganalisis bahwa kredit yang dilakukan secara 

online seperti di e-commerce yang dapat disimpulkan bahwa itu 

diizinkan selagi masih sesuai dengan prinsip-prinsip qard.
25

 Selanjutnya 

untuk pembiayaan pembelian melalui aplikasi yang menggunakan 

cicilan bahwa itu tidak mematuhi hukum Islam karena kurangnya 

beberapa persyaratan dari perjanjian jual beli yang tidak valid atau 

masih kurang jelas. Menurut perspektif Islam mengenai praktik 
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 Karina, “Analisis Hukum Islam terhadap Kredit Online”,  15. 
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peminjaman yang umum dilakukan oleh masyarakat saat ini, terdapat 

dua perspektif, itu diperbolehkan; yang lain menganggapnya tidak 

diperbolehkan. 

2. Tinjauan tentang Perjanjian Syariah 

a. Pengertian Perjanjian Syariah 

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu kejadian yang dialami 

oleh satu atau lebih dan berkomitmen melaksanakan perbuatan atau 

tindakan tertentu. Dalam konteks ini, para pihak yang terlibat saling 

berjanji untuk mematuhi isi perjanjian yang telah disepakati.  

Perjanjian yang didasarkan pada prinsip syariah Islam disebut 

sebagai akad. Dalam hukum perikatan syariah secara umum, perjanjian 

syariah merupakan salah satu aspek penting dari hukum perjanjian 

Islam, dan istilah "kontrak" dan "perjanjian" dianggap sama dalam 

hukum Islam. Oleh karena itu, dari segi teknis, lembaga keuangan 

syariah dan lembaga pembiayaan syariah dapat melaksanakan atau 

menerapkan kontrak atau kesepakatan jual beli..
26

 

b. Rukun dan Syarat Perjanjian 

Rukun perjanjian merupakan bentuk kesepakatan yang terdiri dari 

dua elemen penting, yaitu ijab dan qabul. Ini mencerminkan proses di 

mana para pihak menyatakan persetujuan mereka dan menegaskan 
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keinginan mereka untuk berkomitmen.
27

 Syarat-syarat sighat akad 

adalah sebagai berikut:  

1) Pernyataan yang digunakan dalam ijab dan qabul harus jelas dalam 

menyampaikan tujuan dan maksudnya. Dengan demikian, saat 

perjanjian dijalankan atau diimplementasikan, Semua pihak yang 

terlibat atau terikat dalam perjanjian harus memahami isi dan 

konsekuensi perjanjian. 

2) Kesesuaian antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) dalam 

semua aspek perjanjian sangat penting agar tidak terjadi 

kesalahpahaman di antara pihak yang terlibat dalam perjanjian di 

masa depan. Dengan kata lain, isi dan kondisi yang disepakati dalam 

ijab harus sejalan dengan apa yang diterima atau disetujui dalam 

qabul, sehingga tidak ada ruang bagi penafsiran yang berbeda.
28

 

Sebagian besar ulama fiqih berpendapat bahwa pihak yang 

mengadakan perjanjian memiliki kewenangan untuk menetapkan 

syarat-syarat tententu dalam perjanjian.
29

 Syarat-syarat umum ini 

diantaranya sebagai berikut: 

1) Kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus bertindak 

tegas. 

2) Pihak yang mengadakan perjanjian ini bisa menerima hukum. 
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 Chairuman Pasaribu, “Hukum Perjanjian dalam Islam” (Jakarta: Sinar grafika, 1994), 35. 
28

 Abdul Jalil, “Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia”, Jurnal 

Studi Keislaman Vol. 6, No. 2, (2020), 218. 
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3) Perjanjian atau akad yang diizinkan oleh hukum dilakukan oleh 

individu yang memiliki hak untuk melakukannya.. 

4) Objeknya bukan merupakan akad yang dilarang oleh syara’. 

5) Ijabnya menjadi tidak sah jika akadnya dibatalakan sebelum adanya 

qabul.
30

 

c. Berakhirnya Perjanjian 

Perjanjian Islam yang dibuat oleh pihak akan berakhir jika syarat-

syarat berikut terpenuhi: 

1) Umumnya, perjanjian memiliki jangka waktu tertentu yang menjadi 

dasarnya. Perjanjian tersebut secara otomatis menjadi batal tanpa 

perlu tindakan hukum tambahan ketika jangka waktu yang telah 

ditentukan berakhir. 

2) Ketika salah satu pihak tidak memenuhi atau tidak mematuhi janji, 

ini bisa terjadi ketika ada pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian 

atau ketika terungkap bahwa dalam pembuatan perjanjian ada unsur 

kekhilafan atau penipuan yang dapat berdampak pada objek 

perjanjian, atau kesalahan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat 

dalam perjanjian.
31

 

3) Salah satu pihak yang melakukan perjanjian meninggal dunia: ini 

berlaku untuk sesuatu yang memerlukan keterampilan khusus. 

Sebaliknya, jika perjanjian yang dibuat untuk memberikan sesuatu 
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 Qomarul Huda, “Fiqih Muamalah”, 32.  
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seperti uang atau barang, maka yang menjadi ahli warisnya tetap 

memiliki tanggungjawab untuk melunasi hutang tersebut.
32

 

3. Tinjauan tentang Riba 

a. Pengertian Riba 

Riba, yang berasal dari bahasa Arab dan berakar dari kata "riba 

yarbu rabwan", merujuk pada konsep peningkatan kualitas dan 

kuantitas, atau "az-ziyadah" dan "al-fadl" yang artinya tambahan atau 

kelebihan. Namun, dalam konteks istilah teknis, riba adalah pembelian 

tambahan dari harta pokok atau modal. Ini mencakup pengambilan 

harta orang lain tanpa usaha atau risiko yang sesuai, memperoleh harta 

bukan sebagai imbalan dari pekerjaan atau jasa, dan mengabaikan 

keadilan serta kesepakatan antara pihak yang terlibat dalam 

perjanjian.
33

 

Dalam keuangan Islam, riba mengacu pada larangan menghitung 

atau membayar bunga. Riba dianggap mengeksploitasi dan tidak adil, 

dan dilarang dalam hukum Islam. Riba dapat mengambil berbagai 

bentuk. Riba nasi'ah berhubungan dengan peningkatan pinjaman dan 

melibatkan peningkatan bersyarat yang diperoleh oleh pemberi 

pinjaman dari peminjam karena penundaan. Di sisi lain, riba fadhl 

melibatkan pertukaran komoditas dengan peningkatan salah satu item 

yang ditukar. Konsep riba berakar dalam keuangan Islam dan dianggap 

sebagai prinsip fundamental dalam ekonomi Islam.  
                                                             
32
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b. Riba dalam Islam 

Dalam keuangan Islam, riba mengacu pada kompensasi yang 

berlebihan tanpa pertimbangan yang tepat. Dalam Al-Qur’an sudah 

dijelaskan bahwa riba diharamkan, “Allah memperbolehkan jual beli 

dan mengharamkan praktik riba.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275).
34

  

Para ilmuwan Islam setuju bahwa riba haram (terlarang) dalam 

Islam, dan dianggap sebagai salah satu dosa besar. Muslim didorong 

untuk menghindari riba dan terlibat dalam transaksi halal (boleh). 

Menghindari riba bisa dengan menggunakan produk keuangan Islam 

seperti perbankan Islam, yang beroperasi berdasarkan prinsip 

pembagian keuntungan dan kerugian, dan menghindarkan transaksi 

berbasis bunga.  

4. Peraturan Mengenai Pinjaman Menurut Hukum Indonesia 

Sebagai negara hukum, Indonesia tidak hanya menerapkan prinsip-

prinsip hukum Islam secara luas, tetapi juga memiliki undang-undang yang 

mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam mengatur 

hubungan antarindividu, negara memiliki peraturan hukum positif yang 

mendasar yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPer).   

Sebagai contoh, Buku III KUHPer mengatur perjanjian pinjam-

meminjam. Perjanjian tersebut mengikuti prinsip-prinsip perjanjian seperti 

Pacta Sun Servanda, Prinsip Itikad Baik dan Kepatutan, Prinsip Kebebasan 
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Berkontrak, dan Pasal 1320, yang menetapkan syarat sah perjanjian.  

Perjanjian adalah hubungan di mana hak dan tanggung jawab diatur oleh 

hukum antara dua orang. 

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur perjanjian 

dalam sistem hukum perdata Indonesia. Perjanjian adalah "Suatu tindakan 

di mana satu individu atau lebih mengikat dirinya terhadap satu individu 

lain atau lebih", menurut Pasal 1313 KUHPer. Dalam penjelasan tersebut, 

"hubungan hukum" mengacu pada hubungan yang diatur dan diakui oleh 

hukum yang menghasilkan konsekuensi hukum. Hubungan yang tidak 

diatur oleh hukum tidak dapat dianggap sebagai perikatan. Dalam 

hubungan hukum, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan 

tuntutan di hadapan pengadilan untuk memaksa pemenuhan kewajiban 

tersebut jika salah satu pihak tidak melakukannya secara sukarela. 

a. Ketentuan Pinjaman dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

Pada saat perumusan KUHPer, transaksi pinjam meminjam secara 

daring belum menjadi hal umum. Namun, dalam konteks fasilitas 

pinjaman dana secara online, hal ini dapat diatur dalam ketentuan 

mengenai pinjam pakai, khususnya dari Pasal 1754 hingga Pasal 1770 

KUHPer. Berikut adalah kutipan ketentuan tersebut: 

1) Pasal 1754: menyatakan bahwa pinjam habis pakai adalah suatu 

transaksi di mana pihak pertama memberikan kepada pihak kedua 

sejumlah barang yang dapat digunakan sampai batas waktunya, 

dengan ketentuan bahwa pihak kedua akan mengembalikan barang 
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yang serupa kepada pihak pertama dalam jumlah dan kondisi yang 

sama. 

2) Pasal 1755: Menurut kesepakatan tersebut, penerima pinjaman 

menjadi pemilik mutlak barang yang dipinjam, dan apabila barang 

tersebut rusak atau hancur, maka kerugian ditanggung olehnya, 

tanpa memandang penyebab kerusakan tersebut.
35

  

Menurut pasal itu, konsep pinjam-meminjam dapat diuraikan 

sebagai sebuah kesepakatan di mana pihak pertama memberikan 

sejumlah uang atau barang kepada pihak kedua, yang selanjutnya harus 

mengembalikan jumlah yang sama dari uang atau barang tersebut. 

Transaksi pinjaman ini melibatkan persetujuan antara dua pihak yang 

mencakup pengalihan kepemilikan suatu barang untuk jangka waktu 

tertentu. Secara hukum, barang yang dipinjamkan akan berpindah 

kepemilikan dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima 

pinjaman. Hal ini mencakup bukan hanya manfaat penggunaan barang 

tersebut, tapi juga hak kepemilikan yang bersangkutan.  

Dalam hukum perdata, Prestasi adalah hak kreditur dan kewajiban 

debitur. Sebaliknya, wanprestasi adalah pelanggaran janji yang dibuat 

oleh kreditur dan debitur. Dibutuhkan minimal dua pihak untuk 

memenuhi suatu prestasi: kreditur (pihak yang bertindak akitif) dan 

debitur (pihak yang bertindak pasif) ada definisi untuk keduanya, dan 
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masing-masing memiliki hak dan tanggungjawab. Berikut 

penjelasannya: 

1) Pemberi Pinjaman (Kreditur), pihak pertama dalam transaksi 

pinjam meminjam adalah kreditur. Berdasarkan Ketentuan Hukum 

Perdata (KUHPer), kreditur diartikan sebagai pihak yang 

memberikan pinjaman. Sementara itu, menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI), kreditur adalah pihak yang berpiutang, 

memberikan kredit, atau penagih. Sesuai dengan Pasal 1234 

KUHPer, dalam suatu perikatan, satu pihak memiliki keleluasaan 

untuk melakukan suatu tindakan, atau menahan diri dari melakukan 

suatu tindakan. Pemberi pinjaman juga memiliki kewajiban untuk 

memberikan barang atau sejumlah uang kepada penerima 

pinjaman. Kreditur diharuskan mematuhi ketentuan untuk tidak 

melakukan tindakan yang dilarang dalam perjanjian dengan 

debitur.
36

 

2) Pihak yang menerima pinjaman, yang disebut sebagai debitur 

dalam konteks pinjam meminjam. Menurut KUHPer, kreditur 

adalah pihak yang menerima pinjaman, sedangkan menurut KBBI, 

debitur merujuk kepada individu atau badan yang memiliki hutang 

kepada individu atau badan lainnya. Pasal 1243 KUHPer 

menjelaskan bahwa debitur bisa dianggap bersalah jika gagal 
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dalam melakukan kewajiban karena kelalaian atau kealpaan. Esensi 

dari wanprestasi dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a) Gagal memenuhi komitmen yang telah disepakati. 

b) Melaksanakan janji dengan cara yang berbeda dari yang telah 

dijanjikan. 

c) Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban yang telah 

dijanjikan. 

d) Melanggar ketentuan perjanjian dengan melakukan tindakan 

yang dilarang.
37

  

b. Ketentuan Pinjaman dalam Peraturan Bank Indonesia 

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, 

perusahaan yang menawarkan layanan sistem pembayaran dan 

pinjaman harus diizinkan oleh Bank Indonesia.
38

 Bank Indonesia 

mengawasi dan memantau penyelenggara teknologi finansial yang 

terdaftar. Penyelenggara teknologi finansial harus memberikan data 

dan informasi yang diminta oleh Bank Indonesia. Dalam menjalankan 

tugasnya, Bank Indonesia berkerjasama dan berkoordinasi dengan 

OJK, instansi pemerintah lainnya, otoritas di luar negeri, lembaga 

internasional, dan organisasi internasional.
39

 

Peraturan Bank Indonesia tidak secara rinci mengatur mekanisme 

pinjaman. Peran Bank Indonesia lebih bersifat mengawasi lembaga 
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keuangan dan memastikan stabilitas sistem keuangan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab 

terhadap stabilitas moneter negara. Suku bunga kredit yang dikenakan 

oleh bank kepada debitur adalah sebesar 14% setiap tahun, sesuai 

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/26/PBI/2004.
40

 

c. Ketentuan Pinjaman dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang 

bertanggung jawab untuk mengawasi, mengawasi, memeriksa, dan 

menyelidiki perusahaan yang bekerja dalam industri jasa keuangan. 

OJK bertujuan untuk memastikan bahwa semua operasi di bidang jasa 

keuangan dilakukan dengan cara yang teratur, adil, terbuka, dan 

akuntabel, serta untuk membangun sistem keuangan yang kuat dan 

konsisten. OJK bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan 

masyarakat dan konsumen.
41

  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, 

OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan jasa 

keuangan di berbagai industri, seperti perbankan, pasar modal, 

perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa 

keuangan lainnya. Untuk melakukan tugasnya, OJK memiliki 

wewenang sebagai berikut:  
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1) Membuat kebijakan operasional untuk mengontrol operasi sektor 

jasa keuangan. 

2) Melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, 

perlindungan konsumen, dan langkah-langkah lain terhadap 

lembaga jasa keuangan, pelaku, dan dukungan kegiatan jasa 

keuangan. 

3) Memberikan instruksi tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau 

pihak-pihak khusus. 

4) Menetapkan orang yang akan mengelola undang-undang. 

5) Mengatur penggunaan pengelola undang-undang. 

6) Mengenakan sanksi administratif kepada individu atau entitas yang 

melanggar peraturan perundang-undangan dalam sektor jasa 

keuangan.
42

 

Platform peminjaman uang berbasis TI melibatkan penyedia 

pinjaman dan penerima pinjaman. Penyedia pinjaman dapat berasal 

dari individu di Indonesia atau dari luar negeri, serta perusahaan 

dan organisasi domestik dan internasional. Di sisi lain, penerima 

pinjaman dapat berupa individu atau badan hukum yang 

berdomisili di Indonesia atau dari luar negeri. 

Kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral tidak 

dikurangi oleh peran OJK sebagai lembaga yang mengatur dan 

mengawasi sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Sebaliknya, 
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OJK membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas Bank Indonesia. 

Bank Indonesia masih memiliki akses ke sektor perbankan dan 

lembaga lainnya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, 

terutama yang berkaitan dengan sistem pembayaran. Ini 

memungkinkan penerapan regulasi sistem pembayaran yang lebih 

teratur. Untuk memastikan bahwa sistem pengawasan dan regulasi 

sektor keuangan sesuai, Bank Indonesia selalu bekerja sama 

dengan OJK. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berarti 

pendekatan tersebut pertama-tama menggali data sekunder terlebih dahulu 

sebelum mengumpulkan data primer. Data sekunder tersebut mencakup 

informasi berupa landasan teoritis dari laporan atau dokumen yang telah ada, 

serta referensi seperti peraturan perpu dan sumber lainnya.
43

 Metode yuridis 

normatif ini menggunakan data dari sumber seperti literatur, dokumen, dan 

peraturan yang relevan untuk melakukan analisis hukum terhadap konsistensi 

peraturan perundang-undangan.
44

  

B. Pendekatan penelitian 

Pendekatan penelitian adalah pandangan dan doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum. Pemilihan pendekatan penelitian dilakukan untuk 

menemukan jawaban atas berbagai isu hukum yang dihadapi dalam penelitian 

hukum. Ada beberapa pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalan 

penelitian ini diantaranya:  

1. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Metode ini digunakan untuk mencari solusi untuk isu-isu hukum yang 

didasarkan pada teori dan perspektif yang berkembang dalam ilmu 
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hukum.
45

 Hal ini dilakukan dalam upaya untuk mendapatkan makna baru 

untuk istilah yang diteliti atau untuk menguji istilah hukum dalam teori 

dan praktik.
46

 

2. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Metode ini diterapkan dengan memeriksa semua peraturan dan peraturan 

yang terkait dengan masalah hukum yang dibahas (diteliti). Dalam 

penelitian ini peneliti berusaha menganalisis keabsahan sistem 

pembayaran spaylater menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan 

Hukum Positif Indonesia.  

C. Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum berisi tentang jenis data yang telah 

dikumpulkan. Dalam penelitian yuridis normatif  yang mana untuk 

menyelesaikan suatu permasalah atau isu hukum maka diperkukan sumber 

hukum yang jelas.
47

 Sumber hukum yang digunakan oleh penelitian 

dikelompokan sebagai berikut:  

1. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, 

risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara.
48

 Bahan 

hukum primer yang digunakan pada penelitian yaitu:  
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a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syariah 

b. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 

c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) 

d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Pinjam Meminjam Secara Online 

e. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial 

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, 

jurnal hukum yang berisi prinsip prinsip dasar (asas hukum), pandangan 

para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, 

ensiklopedia hukum, serta pendapat ahli hukum yang memberikan 

informasi yang mendukung bahan hukum. 

3. Bahan non-hukum, yaitu sumber penelitian terdiri dari buku teks bukan 

hukum yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti kamus bahasa, 

ensiklopedia umum, dan jurnal-jurnal dari sumber resmi lainnya yang 

terkait dengan topik penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah langkah utama dari 

penelitian adalah mengumpulkan bahan hukum dari masalah hukum yang 

sudah ditetapkan. Selanjutnya, peneliti mencari bahan hukum yang relevan 
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dan berkesinambungan dari masalah hukum yang dibahas dengan 

menggunakan metode bola salju. Bahan ini kemudian diklasifikasikan 

menurut sumber dan hirarki menggunakan sistem kartu seperti kartu catatan 

atau buku catatan harian.
49

 

E. Analisis Data  

Setelah bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan, pendekatan 

konseptual dan perundang-undang diterapkan untuk mendapatkan pemahaman 

atau solusi atas masalah yang menjadi fokus penelitian. Dalam proses 

penelitan hukum normatif, bahan hukum diproses secara sistematis, terdiri 

dari bahan hukum yang dipilih, kemudian diklasifikasikan menurut 

penggolongan bahan hukum, dan kemudian disusun kembali. Hal ini 

dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan logis, yang 

menunjukkan hubungan dan korelasi antara bahan hukum.
50

 

F. Tahap-Tahap Penelitian 

Tujuan tahap penelitian yaitu untuk memperoleh hasil penelitian yang 

sistematis untuk mempermudah proses penelitian. Tahap-tahap penelitian 

yuridis normatif meliputi: 

1. Identifikasi masalah, menentukan masalah hukum yang akan diteliti 

2. Pengumpulan bahan hukum dan non-hukum 

3. Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan 
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4. Menarik kesimpulan mengenai masalah hukum yang diteliti 

5.  Menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan logis. 
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BAB IV  

PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Shopee adalah platform belanja online yang diluncurkan pada tahun 

2015 oleh SEA Group, sebuah perusahaan yang berpusat di Singapura. Sejak 

peluncurannya, Shopee telah berkembang pesat dan memperluas operasinya 

ke beberapa negara, termasuk Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, 

Vietnam, dan Filipina.
51

 Fitur-fitur yang disediakan Shopee memudahkan 

pengguna dalam bertransaksi, sehingga banyak masyarakat Indonesia beralih 

ke Shopee untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.  

Selanjutnya, pada 6 Maret 2019, Shopee meluncurkan fitur 

pembayaran digital terbaru dengan kartu kredit yang disebut ShopeePayLater. 

Pengguna dapat menggunakan ShopeePayLater untuk membayar belanjaan 

dalam waktu satu bulan tanpa bunga, atau mereka dapat memilih cicilan 

selama dua atau tiga bulan tanpa memiliki kartu kredit. Seperti fitur PayLater 

di platform marketplace lainnya, pengguna dapat mengajukan peningkatan 

limit ShopeePayLater satu kali. Mereka juga dapat menggunakan 

ShopeePayLater untuk semua pembayaran di platform Shopee. Namun, fitur 

ini tidak tersedia untuk semua akun pengguna Shopee..  
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Mereka juga memiliki opsi untuk mencicil pembayaran selama 

beberapa bulan atau melunasinya pada bulan berikutnya..
52

 SPayLater 

menawarkan kemudahan pinjaman instan hingga 50 juta tanpa memerlukan 

kartu kredit, memungkinkan pengguna membayar belanjaan mereka pada 

tanggal 5 bulan berikutnya. Dengan bunga minimum sebesar 2,95%, pengguna 

dapat memilih untuk mencicil dalam jangka waktu 3, 6, atau 12 bulan. Setiap 

transaksi dikenakan biaya sebesar 1%, dan jika pembayaran terlambat, 

pengguna akan dikenai denda sebesar 5% dari total tagihan. Untuk 

menghindari denda tersebut, pembayaran harus dilakukan tepat waktu. 

Pengguna juga dapat membayar SPayLater sebelum tanggal tagihan muncul, 

yaitu pada tanggal 24 setiap bulan, asalkan pesanan telah selesai. Oleh karena 

itu, penting bagi pengguna untuk melakukan pembayaran tepat waktu guna 

menghindari denda dan biaya tambahan.  

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 

1999, antara lain:  

1. Memperhatikan dan mengikuti informasi serta instruksi penggunaan 

barang. 

2. Beritikad baik dalam bertransaksi. 

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 

4. Mematuhi proses penyelesaian hukum dalam sengketa perlindungan 

konsumen. 
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Pengguna hanya perlu memiliki KTP untuk mendaftar tanpa harus 

melalui proses pemeriksaan kelayakan BI, menggunakan agunan, atau proses 

lainnya. Untuk mengakses fitur ini, buka menu "Tab Saya" dan pilih 

"ShopeePayLater." Terakhir, unggah foto kartu identitas Anda. Biasanya, 

verifikasi berlangsung dalam beberapa menit. Berikut adalah beberapa metode 

pembayaran praktis di Shopee: 

1) Kartu Kredit/Debit Online. 

2) Indomaret. 

3) Alfamart. 

4) Transfer Bank. 

5) Pembayaran Kredivo. 

6) Shopee PayLater. 

7) COD (Cash on Delivery). 

B. Laporan dan Hasil Analisis Mekanisme Pembayaran Shopee Paylater 

dalam Shopee 

1. Mekanisme Sistem Pembayaran Shopee Paylater dalam Shopee 

Setelah permohonan fitur Shopee PayLater disetujui, pengguna 

dapat langsung melakukan transaksi sesuai dengan batas limit yang telah 

ditetapkan. Berikut adalah persyaratan dan ketentuan untuk berbelanja 

menggunakan Shopee PayLater: 

a. Pengguna harus berhasil mengaktifkan ShopeePayLater. 

b. Pengguna dapat melakukan proses checkout sesuai dengan batas 

pinjaman yang dimiliki. 
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c. Tidak ada tunggakan pembayaran untuk tagihan Shopee PayLater 

dan/atau ShopeePinjam. 

d. Shopee PayLater tidak dapat digunakan untuk pembelian produk dari 

kategori Voucher, Emas, Uang Elektronik, dan Zakat. 

Pengawasan identifikasi pengguna Shopee PayLater saat 

mengaktifkan fitur ini dilakukan oleh OJK. Proses ini berkaitan dengan 

rekam jejak finansial pengguna, terutama untuk mengantisipasi 

kemungkinan tunggakan pembayaran di masa mendatang. Selain 

melindungi hak konsumen, undang-undang perlindungan konsumen 

bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha memiliki kesempatan 

yang sama. Menurut Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha berhak menerima 

pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
53

  

Salah satu persyaratan untuk mengaktifkan Shopee PayLater adalah 

pengguna harus merupakan WNI berusia minimal 17 tahun dan memiliki 

KTP. Pengguna Shopee PayLater harus memenuhi beberapa persyaratan 

dan ketentuan layanan berikut sebagaimana tercantum dalam Bab 

Penggunaan Layanan:
54

 

a. Pengguna setuju menggunakan layanan hanya untuk mengajukan dan 

menerima Fasilitas Pinjaman sesuai dengan ketentuan perjanjian 

Pinjaman serta tujuan lain yang diizinkan oleh hukum. 
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b. Pengguna memahami dan setuju bahwa Shopee bertindak sebagai 

penghubung antara penerima dan pemberi pinjaman. 

c. Untuk menggunakan layanan, orang harus mendaftar di platform dan 

mengisi informasi pribadi mereka sesuai dengan instruksi yang 

tercantum di halaman pendaftaran. 

d. Shopee berhak melakukan evaluasi kredit, pemeriksaan pelanggan, atau 

langkah lainnya untuk menilai kelayakan penerima pinjaman. Dalam 

proses ini, Shopee atau mitranya dapat menghubungi pengguna atau 

pihak terkait untuk verifikasi data. Pengguna memberikan izin tidak 

dapat ditarik kembali untuk tindakan tersebut. Informasi pengguna tidak 

akan diberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan atau kewajiban 

hukum. 

e. Fasilitas Pinjaman diberikan setelah evaluasi kredit dan pemeriksaan 

pelanggan. Keputusan Shopee bersifat final dan mengikat. Jika pinjaman 

tidak diberikan, Shopee tidak wajib memberikan alasan. 

f. Setiap penerima pinjaman dapat menerima fasilitas pinjaman hingga 

maksimal Rp 2.000.000.000. Nilai pinjaman yang diberikan adalah 

kebijakan mutlak Shopee. 

g. Besar bunga terkait Fasilitas Pinjaman akan disepakati dalam perjanjian 

pinjaman. Pengguna akan dikenai biaya penggunaan layanan dan biaya 

lain yang diatur dalam perjanjian. 
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h. Pembayaran sebagian dari tagihan akan diterapkan terlebih dahulu untuk 

membayar bunga. Biaya keterlambatan tidak memengaruhi batas 

pinjaman, dan nilai desimal akan dibulatkan ke atas. 

i. Pengguna harus membayar kembali sesuai dengan rekening yang 

ditetapkan dalam perjanjian pinjaman dan sesuai dengan jadwal yang 

ditetapkan. 

j. Dalam penyediaan layanan, termasuk pemberian dan pelunasan 

pinjaman, Shopee menggunakan Rekening Escrow yang tidak dianggap 

sebagai simpanan perbankan. 

k. Shopee akan memberitahukan perubahan dalam syarat dan ketentuan, 

persyaratan, atau biaya yang berlaku untuk Fasilitas Pinjaman atau 

layanan melalui platform sesuai peraturan yang berlaku. 

l. Pengguna memberikan kuasa tidak dapat ditarik kembali kepada 

Shopee atau mitra terkait untuk: 

a) Mengumpulkan, memproses, memanfaatkan, mengalirkan, dan/atau 

menyampaikan informasi dan data yang diberikan pengguna. 

b) Menerima, mengalirkan, memanfaatkan, memproses, atau 

menyampaikan informasi dari pemberi pinjaman terkait Fasilitas 

Pinjaman kepada pengguna. 

c) Melakukan tindakan tambahan yang diperlukan untuk 

menggunakan layanan menurut dokumen layanan. 
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Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan transaksi 

menggunakan ShopeePayLater:
55

 

a. Pilih ShopeePayLater sebagai metode pembayaran dan klik Konfirmasi. 

b. Klik Buat Pesanan. 

c. Masukkan PIN ShopeePay Anda. 

1) Jika ShopeePay telah diaktifkan, PIN ShopeePayLater sama dengan 

PIN ShopeePay. Jika belum, Anda akan menerima kode OTP. Jangan 

bagikan kode OTP ini kepada siapa pun, termasuk tim Shopee. 

d. Pembayaran akan otomatis terverifikasi dan penjual akan diberitahu 

untuk mengirim pesanan Anda. 

e. Pembayaran tagihan ShopeePayLater Anda harus dilakukan paling 

lambat tanggal 5 atau 11 bulan berikutnya, sesuai tanggal jatuh tempo. 

ShopeePayLater menawarkan tiga pilihan cicilan: 3, 6, atau 12 

bulan. Pada tahap awal penggunaan, tidak ada bunga yang dikenakan 

untuk pembayaran ditangguhkan atau cicilan, dengan suku bunga sebesar 

0%. Namun, untuk transaksi dengan ShopeePayLater, ada suku bunga 

minimum 2,95% untuk program pembayaran dalam 1 bulan serta untuk 

cicilan 3, 6, dan 12 bulan. Meskipun tidak dijelaskan secara rinci dalam 

rincian pembayaran tagihan, bunga sebenarnya merupakan tambahan 

harga cicilan. 

Pengguna dapat melunasi tagihan ShopeePayLater sebelum tagihan 

muncul setiap bulan asalkan status pesanan—termasuk pengembalian 

                                                             
55

 Shopee, “Bagaimana prosedur pembayaran menggunakan SPayLater?” 
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dana—sudah selesai. Berikut adalah cara melunasi tagihan bulan 

berikutnya:
56

 

a. Klik Saya, lalu pilih SPayLater. 

b. Pilih Total tagihan bulan ini. 

c. Pada halaman Jumlah yang harus dibayar, klik Tagihan Bulan Depan 

dan klik Bayar Lebih Dulu. 

d. Di bagian Jumlah Pembayaran yang Harus Dilakukan, pilih Metode 

Pembayaran dan klik Konfirmasi. Anda hanya bisa membayar tagihan 

yang jatuh tempo dalam 1 bulan ke depan. 

e. Pilih metode pembayaran: ShopeePay, Virtual Account, atau Indomaret. 

1) Jika menggunakan ShopeePay atau Virtual Account, tagihan akan 

dilunasi dalam waktu maksimal 10 menit setelah pembayaran 

berhasil. Jika menggunakan Virtual Account Bank Mandiri, pilih 

Penyedia Jasa yang sesuai, yaitu SPayLater. 

2) Jika menggunakan Indomaret, selesaikan pembayaran di gerai 

Indomaret dan klik "Bayar" pada halaman utama SPayLater. 

f. Setelah pembayaran berhasil diverifikasi, notifikasi akan diterima 

melalui bagian Keuangan yang mengonfirmasi penerimaan 

pembayaran. Batas kredit SPayLater akan segera dikembalikan. 

g. Tunggu maksimal 24 jam agar batas kredit SPayLater dikembalikan. 

Jika lebih dari 24 jam batas kredit belum pulih atau masih ada tagihan 

tertunda, hubungi Layanan Pelanggan Shopee. 
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h. PT Commerce Finance, bekerja sama dengan mitra lainnya, 

menyediakan layanan pinjaman untuk pengguna. 

Dari uraian yang telah dijabarkan diatas dapat dianlisis bahwa 

mekanisme sistem pembayaran shopee paylater pada apilaksi shopee 

memiliki keuntungan yang risiko sebegai berikut:  

Keuntungan diantaranya yaitu, 

a. Mempermudah akses belanja tanpa harus membayar langsung. 

b. Fleksibilitas pembayaran dengan opsi cicilan. 

c. Limit yang dapat ditingkatkan untuk pengguna dengan riwayat kredit 

yang baik. 

Risiko diantaranya, 

a. Potensi menumpuknya utang apabila tidak dikelola dengan baik. 

b. Beban bunga dan denda yang cukup tinggi jika pembayaran terlambat. 

c. Pengaruh negatif pada skor kredit jika gagal membayar. 

Berdasarkan kepatuhan regulasi Shopee PayLater harus mematuhi 

regulasi yang berlaku di Indonesia terkait layanan keuangan digital, seperti 

yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Beberapa poin penting 

meliputi: 

a. Transparansi bunga dan biaya kepada pengguna. 

b. Prosedur penagihan yang sesuai etika. 

c. Perlindungan data pribadi pengguna. 

Mekanisme Shopee PayLater memberikan fleksibilitas pembayaran 

kepada pengguna, namun memerlukan tanggung jawab dalam pengelolaan 
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utang. Pengguna harus memahami syarat dan ketentuan, termasuk bunga, 

denda, dan tanggal jatuh tempo. Dari sisi Shopee, layanan ini adalah 

strategi untuk meningkatkan penjualan dan loyalitas, tetapi perlu diimbangi 

dengan manajemen risiko dan kepatuhan terhadap regulasi.
57

 

2. Keabsahan Sistem Pembayaran Shopee Paylater dalam Jual Beli di 

Shopee 

a. Keabsahan Sistem Pembayaran Paylater Dalam Jual Beli Di 

Shopee Menurut KHES 

Ketika mereka menggunakan SPayLater, pelanggan dapat 

membeli barang dan membayarnya pada bulan berikutnya. Dalam 

hukum Islam, metode pembayaran SPayLater bisa dikategorikan 

sebagai muamalah akad qard karena pengguna melakukan pembayaran 

secara cicilan dalam periode tertentu, yaitu antara 3 hingga 12 bulan. 

Prinsip qard melibatkan pemberian kredit antara LKS dan peminjam, 

kemudian harus dibayar secara tunai atau angsuran sesuai ketentuan 

dalam Pasal 20 ayat 36 KHES. 

Akad Qard biasanya dilakukan secara langsung antara pihak-

pihak terkait. Berkembangnya sistem pinjaman online, sekarang dapat 

dilakukan secara online. Transaksi jarak jauh ini diizinkan dalam 

                                                             
57

 Triana, Tanzili (2024) Pengaruh Perpepsi Kemudahan, Kemanfaatan dan Keamanan Terhadap 

Keputussan Penggunaan E-Wallet dalam Perspektif Bisnis Islam (Studi Pada Gen Z Pengguna 

Aplikasi Dana Di Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung, 48. 



56 

 

 
 

hukum Islam asalkan kedua belah pihak menyampaikan dan memahami 

informasi pinjaman dengan jelas. Dasar-dasar qard antara lain:
58

 

1) Firman Allah SWT: 

اَ َيُّه يْنَ  يٰٓا ِ سَمًّى اَجَلٍ  اِلٓا  بِدَيْنٍ  تدََاينَتُُْْ  اِذَا آمَنوُْاا الَّذ ذيْنكَُُْ  وَليَْكْتبُْ  فاَكْتُبُوْهُ   مه  وَلََ  بِِلعَْدْلِ   كََتِب   ب

ذكْتُبَ  اَنْ  يأَكََْتِب   ذمَهُ  كَََ  ي ُ  علَ يْ  وَليُْمْلِلِ  فلَْيَكْتبُْٖۚ  الٰلّٓ ِ َ  وَليَْتذقِ  الحَْقه  علَيَْهِ  الَّذ ذه   الٰلّٓ  يبَْخَسْ  وَلََ  رَب

ًٔا   مِنهُْ  يْ  كََنَ  فاَِنْ  شَيْـ  ِ تطَِيْعُ  لََ  اَوْ  ضَعِيْفًٔا اَوْ  سَفِئًْْا الحَْقه  علَيَْهِ  الَّذ همِلذ  اَنْ  يسَ ْ  وَلِيهه   فلَْيُمْلِلْ  هُوَ  ي

ٖۚ  مِنْ  شَهِيْدَيْنِ  وَاسْتشَْهدُِوْا بِِلعَْدْلِ   ذمْ  فاَِنْ  رٰجَِالِكُُْ امْرَاَتٓنِ  فرََجُل   رَجُليَِْ  يكَُوْنَ  ل  مِنَ  ترَْضَوْنَ  مِمذنْ  وذ

اءِ  هَدََۤ َ  وَلََ  الَُْخْرٓى   اِحْدٓىهُمَا فتَُذَكِٰرَ  اِحْدٓىهُمَا تضَِلذ  اَنْ  الشه اءُ  أبَْ ي هَدََۤ  وَلََ  ۗ   دُعُوْا مَا اِذَا الشه

ا تكَْتُبُوْهُ  اَنْ  تسَْـَٔمُوْاا ا اَوْ  صَغِئًْْ ِ  عِنْدَ  اَقْسَطُ ذٓلِكُُْ  اَجَلِه   اِلٓا  كَبِئًْْ هاَدَةِ  وَاَقْوَمُ  الٰلّٓ  اَلَذ  وَاَدْنٓا  لِلشذ

ا ا  ترَْتََبوُْا ةًٔ  تَِِارَةًٔ  تكَُوْنَ  اَنْ  اِلَذ  اِذَا وَاَشْهِدُوْاا تكَْتُبُوْهَا   اَلَذ  جُناَح   علَيَْكُُْ  فلَيَْسَ  بيَْنكَُُْ  تدُِيرُْوْنََاَ حَاضَِِ

رذ  وَلََ  ۗ   تبََايعَْتُُْ  لََ  كََتِب   يضَُاَۤ ذه   تفَْعَلوُْا وَاِنْ  ە   شَهِيْد   وذ ذقُوا ۗ   بِكُُْ  فسُُوْق   فاَِن َ  وَات مُكُُُ  ۗ   الٰلّٓ ِٰ  وَيعَُل

 ُ ُ  ۗ   الٰلّٓ ءٍ  بِكُِٰ  وَالٰلّٓ  علَِيْ   شََْ

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian 

melakukan transaksi yang melibatkan hutang piutang 

untuk jangka waktu tertentu, hendaklah kalian 

memperoleh kesepakatan secara tertulis” (QS. Al-

Baqarah 2:282).
59

 

 

اَ َيُّه يْنَ  يٰٓا ِ ا الَّذ يْمَةُ  لكَُُْ  اُحِلذتْ  بِِلعُْقُوْدِ   اَوْفوُْا آمَنوُْا يْدِ  مُحِلِٰ  غيََْْ  علَيَْكُُْ  يتُْلٓ  مَا اِلَذ  الََْنعَْامِ  بََِ  وَاَنتُُْْ  الصذ

َ  اِنذ  حُرُم    كُُُ  الٰلّٓ  يرُيِدُْ  مَا يََْ

Artinya: “Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu” (QS. 

Al-Ma’idah 5:1).
60

 

 

2) Hadis Nabi Muhammad SAW: 

 

 “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan dari seorang Muslim di 

dunia, Allah akan menghilangkan kesulitannya di hari kiamat; dan 

barangsiapa yang menutupi aib seorang Muslim di dunia, Allah akan 

menutupi aibnya di hari kiamat” (HR. Muslim). 

 Qard diperbolehkan dalam Islam, seperti ketika Rasulullah SAW 
meminjam seekor unta dari Abu Bakar As-Siddiq dan 
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mengembalikannya dengan unta yang lebih baik. Rasulullah SAW 

bersabda: "Orang yang paling mulia di antara manusia adalah yang 

paling baik dalam membayar kembali utangnya" (HR. Bukhari). 

 Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: 
"Tidaklah seorang muslim yang meminjamkan kepada muslim 

lainnya dua kali, yang salah satunya adalah (sebagai) sedekah" (HR. 

Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi). 

 

Dalam hukum syariah, qard adalah perjanjian yang bertujuan 

untuk saling membantu, bukan sebagai transaksi komersial yang 

bertujuan mencari keuntungan. Syarat-syarat akad qard meliputi: 

1) Tersedianya pemberi pinjaman (muqridh) dan peminjam 

(muqtaridh). Pengguna SPayLater bertindak sebagai peminjam dan 

Shopee sebagai pemberi pinjaman melalui PT Commerce Finance. 

2) Kehadiran Mauqud 'Alaih, yaitu uang atau barang sebagai objek 

qard. Dalam SPayLater, objek qard adalah uang yang digunakan 

sebagai pinjaman untuk membayar barang yang dibeli pengguna. 

3) Ijab dan qabul (sighat) harus ada. Persyaratan dan ketentuan yang 

terdapat dalam aplikasi Shopee mewakili ijab qabul ini dalam 

SPayLater. Setelah peminjam menyetujui syarat-syarat tersebut, 

Shopee dan peminjam membuat kesepakatan.
61

 

Berdasarkan hukum qard, penggunaan SPayLater sudah 

memenuhi persyaratan akad qard. Transaksi yang terjadi antara pemberi 

pinjaman dan peminjam melalui SPayLater tidak menimbulkan 
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keraguan. Berikut adalah penjelasan mengenai ciri-ciri qard dalam 

SpayLater: 

1) Saat peminjam mengaktifkan SPayLater, terjadi serah terima. 

Pengguna telah membaca dan menyetujui persyaratan yang telah 

ditetapkan oleh SPayLater tanpa adanya paksaan. 

2) Terdapat batas waktu untuk pembayaran cicilan, di mana setiap 

pengguna SPayLater memiliki tanggal jatuh tempo yang berbeda. 

Rincian tagihan akan muncul setiap: 

Tanggal 21: Pembayaran harus dilakukan paling lambat pada 

tanggal 1 setiap bulannya. 

Tanggal 25: Pembayaran harus dilakukan paling lambat pada 

tanggal 5 setiap bulannya. 

Tanggal 1: Pembayaran harus dilakukan paling lambat pada tanggal 

11 setiap bulannya. 

Tanggal 15: Pembayaran harus dilakukan paling lambat pada 

tanggal 25 setiap bulannya. 

3) Barang yang dipinjamkan tetap sama seperti sebelumnya. Pengguna 

SPayLater akan diberi batas kredit sesuai dengan ketentuan yang 

disepakati. Peminjam akan membayar sesuai dengan batas kredit 

yang dipinjam. 

4) Semua persyaratan yang disepakati tidak mengambil keuntungan 

dalam bentuk apapun yang menyerupai riba. Meskipun SPayLater 

tidak mengambil keuntungan dari pengguna, ia mengenakan biaya 
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penanganan sebesar 1% untuk setiap transaksi; untuk program Beli 

Sekarang, Bayar Nanti, ia mengenakan biaya cicilan sebesar 2,95%, 

dan biaya keterlambatan pembayaran sebesar 5% per bulan dari 

total tagihan yang sudah jatuh tempo (termasuk tagihan 

sebelumnya).
62

 

Menurut sifat-sifat dari akad qard, persyaratan pokok jual beli 

melalui SPayLater telah dipenuhi. Namun, keberadaan tambahan biaya 

cicilan sebesar 2,95% dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa 

kesepakatan tersebut dapat batal dan menjadikannya sebagai pinjaman 

yang diharamkan. Ini bertentangan dengan prinsip dasar qard, yang 

mana merupakan pinjaman tanpa imbalan atau hadiah. 

Pasal-pasal mengenai qard dalam KHES menjelaskan prinsip-

prinsip hukum ekonomi Islam terkait dengan pinjaman tanpa imbalan. 

Berikut adalah kutipan mengenai ketentuan qard dalam KHES: 

1) Pasal 606 menyatakan bahwa para pelanggan qard harus 

mengembalikan jumlah pokok yang mereka terima pada tanggal 

yang ditetapkan. Pihak peminjam SPayLater memiliki tanggung 

jawab untuk mengembalikan dana sesuai dengan kesepakatan yang 

dibuat. 

2) Pasal 607 menyebutkan bahwa nasabah dapat dikenakan biaya 

administrasi untuk qard. Dalam SPayLater, biaya penanganan 

sebesar 1% dari harga produk dan ongkos kirim (jika ada) per 
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transaksi akan ditanggung oleh peminjam. Jika pembayaran 

terlambat, peminjam akan dikenai denda sebesar 5% dari total 

tagihan. 

3) Pasal 608 menyatakan bahwa pemberi pinjaman qard berhak 

meminta jaminan dari nasabah jika dianggap perlu. SPayLater tidak 

meminta jaminan pada peminjam. Namun, saat pertama kali 

menggunakan SPayLater, peminjam perlu mendaftar melalui aplikasi 

Shopee dengan mengirimkan foto diri dan foto kartu identitas, yaitu 

KTP. 

4) Pasal 609 memperbolehkan nasabah secara sukarela memberikan 

uang tambahan atau sumbangan kepada pemberi pinjaman, selama 

tidak telah disepakati dalam transaksi. Pembayaran pada aplikasi 

SPayLater harus sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, 

tanpa kurang atau lebih dari jumlah pinjaman. 

5) Pasal 610 menyatakan bahwa jika nasabah tidak mampu 

mengembalikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, 

pemberi pinjaman dapat mengambil tindakan tertentu, seperti 

memperpanjang jangka waktu pengembalian atau mengurangi 

kewajiban. Namun, pada SPayLater, peminjam tidak dapat 

memperpanjang jangka waktu pengembalian. Oleh karena itu,  

sebelum mengkonfirmasi pesanan, peminjam harus memilih jenis 

pembayaran yang sesuai dengan jangka waktu cicilan yang 
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diinginkan. Jika pembayaran tidak tepat waktu, akan dikenakan 

sanksi keterlambatan. 

6) Pasal 611 menyebutkan bahwa sumber dana qard berasal dari 

beberapa sumber, termasuk bagian modal dari lembaga keuangan 

syariah. Dalam SPayLater, dana pinjaman berasal dari PT Commerce 

Finance yang diawasi oleh OJK.  

Dengan demikian, transaksi dengan SPayLater memenuhi 

syarat-syarat dalam KHES, khususnya Pasal 606 hingga Pasal 611.
63

 

Untuk membuat akad pembiayaan dalam Islam dianggap sah, 

mereka harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, menurut Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-

MUI/II/2018. Dalam akad qard, semua unsur riba, gharar, maysir, tadlis, 

dan dharar harus dihilangkan.  

Riba dapat berupa tambahan yang diterapkan dalam pertukaran 

barang-barang yang termasuk dalam ribawi (riba fadhl) atau tambahan 

yang dijanjikan atas jumlah utang pokok sebagai ganti penundaan 

pembayaran yang mutlak (riba nasi'ah). Saat menggunakan SPayLater, 

biaya cicilan (termasuk suku bunga dan biaya lainnya) minimal 2,95% 

untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti. Cicilan ini dapat dilunasi 

dalam satu bulan atau dalam jangka waktu yang berbeda, seperti 3, 6, 

12, 18, dan 24. Semuanya pengguna memiliki pilihan yang sama untuk 
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memilih periode cicilan yang diinginkan. Hal tersebut telah diketahui 

oleh peminjam sebelum menyetujui penggunaan SPayLater. 

Gharar adalah ketidakpastian yang terkait dengan suatu 

transaksi, baik itu terkait dengan kualitas atau kuantitas dari objek 

transaksi, maupun terkait dengan penyerahannya.
64

 Dalam SPayLater, 

pinjaman berbentuk uang elektronik yang digunakan untuk pembelian di 

aplikasi Shopee. Peminjam memilih metode pembayaran dengan 

SPayLater, dan transaksi diproses oleh aplikasi. Dengan demikian, 

SPayLater bebas dari unsur gharar. 

Maysir adalah setiap kesepakatan yang dilakukan dengan tujuan 

yang tidak jelas dan perhitungan yang tidak teliti serta melibatkan 

spekulasi atau perjudian.
65

 Pinjaman dengan SPayLater dilakukan 

dengan kesepakatan para pihak. Peminjam mengetahui dengan jelas 

limit pinjaman, periode cicilan, dan perhitungan pembiayaan dengan 

jelas. Berdasarkan hal tersebut, SPayLater bebas dari unsur masir. 

Tadlis merujuk pada penjual menyembunyikan cacat pada 

barang yang dibeli untuk menipu pembeli dengan membuatnya terlihat 

baik. Sedangkan Dharar adalah tindakan yang dapat membahayakan 

atau merugikan orang lain. Penggunaan pinjaman SPayLater hanya 
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terbatas pada pembelian di aplikasi Shopee.
66

 Peminjam bisa mencari 

produk yang akan dibeli dengan cermat dan meneliti berbagai ulasan di 

toko yang dituju guna menghindari pembelian barang yang cacat. 

Apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh penjual, maka pembeli 

dapat mengajukan pengembalian barang maupun pengembalian dana. 

Berdasarkan hal tersebut, SPayLater bebas dari unsur tadlis dan dharar. 

Dalam kerangka hukum Islam, penerapan SPayLater bisa 

memunculkan perbedaan pendapat mengenai kemungkinan adanya 

unsur riba. Sistem SPayLater ini menawarkan fasilitas pinjaman kepada 

pengguna Shopee dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada 

permulaan perjanjian.  

Di SPayLater, beberapa ketentuan termasuk adanya bunga 

pinjaman, biaya penanganan, dan denda keterlambatan. Sistem bunga 

diterapkan pada pinjaman, menghasilkan perbedaan biaya antara 

pembayaran tunai dan angsuran. Tingkat bunga ini ditetapkan oleh 

Shopee, dengan nilai minimum sebesar 2,95% dari jumlah pinjaman. 

Pendapat ulama dan fatwa hukum Islam nasional, sistem bunga 

dianggap sebagai riba dan diharamkan.  

Selain itu, SPayLater juga menarik biaya penanganan sebesar 

1% untuk setiap transaksi. Menurut kesepakatan ulama, penambahan 

atau manfaat yang disyaratkan dalam transaksi keuangan dilarang, 
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termasuk dalam konteks sistem bunga pinjaman seperti yang diterapkan 

dalam SPayLater. 

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa 

Timur Nomor: 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan 

Sistem Paylater, paylater merupakan layanan kredit digital yang bisa 

digunakan untuk membeli barang atau jasa secara kredit di berbagai 

merchant yang sudah melakukan kerjasama. Dalam hal ini, SPayLater 

merupakan layanan kredit digital yang dapat digunakan untuk 

berbelanja pada aplikasi Shopee dan telah memenuhi syarat yang 

dimaksudkan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa 

Timur Nomor: 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan 

Sistem Paylater. 

Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur 

Nomor: 04 Tahun 2022 Tentang Transaksi Digital Dengan Sistem 

Paylater dicantumkan bahwa sistem paylater dengan menggunakan akad 

qard atau hutang piutang yang di dalamnya ada ketentuan bunga 

hukumnya haram dan akadnya tidak sah, karena termasuk riba. Dalam 

hal ini, diketahui bahwa SpayLater mengenakan bunga dengan nilai 

minimum sebesar 2,95% dari jumlah pinjaman. Berdasarkan hal tersebu, 

transaksi dengan SpayLater dapat dikatakan sebagai riba sehingga 

akadnya tidak sah.
67
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b. Keabsahan Sistem Pembayaran Paylater Dalam Jual Beli Di Shopee 

Menurut KUH Perdata 

Indonesia mendukung adanya e-commerce dan transaksi digital. 

Hal ini ditandai dengan adanya beberapa peraturan mengenai e-

commerce dan transaksi digital Indonesia. Peraturan yang diterapkan 

adalah sebagai berikut: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah 

peraturan hukum yang merangkum berbagai aspek hukum perdata di 

Indonesia, termasuk subjek hukum, kontrak, tanggung jawab hukum, 

kepemilikan properti, warisan, tanggung jawab profesional, dan 

penyelesaian sengketa perdata. 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen memberikan jaminan hukum untuk melindungi konsumen 

dan mendorong tanggung jawab pelaku usaha. 

3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur perlindungan bagi penjual 

dan konsumen dalam transaksi yang menggunakan teknologi 

informasi, termasuk definisi dan kekuatan hukum kontrak elektronik. 

4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Pinjam Meminjam Secara Online mendukung perkembangan lembaga 

keuangan yang menggunakan teknologi informasi untuk memberikan 

kontribusi pada ekonomi negara. 
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5) Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang 

Penyelenggaraan Teknologi Finansial mengatur teknologi finansial 

dengan fokus pada perlindungan konsumen, manajemen risiko, kehati-

hatian, serta akses yang luas, kepentingan nasional, dan standar 

internasional.
68

 

Keberlakuan kredit online seperti SPayLater bergantung pada 

keabsahan perjanjian yang terdapat di dalamnya. Keabsahan suatu 

perjanjian menurut hukum di Indonesia ditetapkan oleh kepatuhan 

terhadap seluruh syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPer. 

Sebuah perjanjian dianggap sah jika memenuhi empat persyaratan 

berikut ini: 

1) Kesepakatan Para Pihak 

Kesepakatan merupakan suatu persesuaian pernyataan kehendak 

antara pihak yang satu atau lebih dengan pihak yang lainnya. Yang 

relevan adalah pernyataannya, karena suatu kehendak tidak bisa 

dilihat ataupun diketahui oleh orang lain. 

2) Kecakapan Para Pihak 

Pada dasarnya setiap orang dinyatakan cakap untuk mengadakan suatu 

perjanjian. Hal ini termuat dalam Pasal 1329 KUH Perdata, yakni: 

”Setiap orang adalah cakap membuat perikatan, jika ia oleh undang-

undang tidak dinyatakan cakap”. 

3) Suatu Hal Tertentu/Pokok Persoalan Tertentu 
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Berbagai sumber literatur menyatakan bahwa objek utama dari sebuah 

perjanjian adalah prestasi. Prestasi ini mencakup apa yang harus 

dilakukan oleh pihak yang berutang (debitur) dan apa yang menjadi 

hak pihak yang memberi pinjaman (kreditur). Menurut Pasal 1234 

KUH Perdata, ada tiga bentuk prestasi yang dapat dilakukan, yaitu: 

memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan 

sesuatu. 

4) Sebab yang Halal/Tidak Terlarang 

Mengenai pengertian causa yang halal tercantum dalam Pasal 1337 

KUH Perdata yaitu sebab yang tidak halal adalah apabila dilarang 

oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau 

ketertiban umum.
69

 

Prosedur yang terinci telah diatur untuk sistem layanan pinjaman 

SPayLater. Sebelum memberikan pinjaman, setiap pengguna diwajibkan 

untuk menyimak secara seksama ketentuan perikatan yang terdapat dalam 

kontrak elektronik. Konfirmasi persetujuan merupakan langkah bagi 

pengguna untuk memastikan kesepakatan mereka dalam memilih metode 

pembayaran. Proses persetujuan yang dilakukan oleh peminjam 

dilaksanakan tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, perjanjian yang 

terbentuk dalam SPayLater sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUH 

Perdata, yang menetapkan adanya kesepakatan para pihak. 
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Peminjam yang ingin mengajukan pinjaman pada SPayLater harus 

melalui serangkaian tahapan seleksi yang dilakukan secara daring. Hanya 

beberapa pengguna yang dapat menggunakan SPayLater melalui aplikasi 

Shopee. Setelah dipilih, pengguna Shopee akan mendapat pemberitahuan 

untuk mengaktifkan SPayLater. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, 

mereka dapat mengaktifkannya dengan memasukkan Kode Verifikasi 

(OTP). 

Untuk mengajukan SPayLater, pengguna harus memiliki KTP dan 

berusia minimal 18 tahun dan maksimal 65 tahun. Pengguna diwajibkan 

mengunggah foto KTP dan melakukan pengecekan identitas yang 

tercantum pada aplikasi. Setiap akun Shopee hanya diperbolehkan 

mendaftarkan satu KTP. Selain itu, proses verifikasi identitas dilakukan 

melalui verifikasi wajah dengan pengambilan foto pribadi. Pengajuan 

aktivasi SPayLater akan melewati proses pemeriksaan oleh tim terkait 

selama periode 2x24 jam. Jika permintaan ini disetujui, maka aktivasi 

akun SPayLater tidak dapat dibatalkan.
70

 Dengan demikian, perjanjian 

yang terbentuk dalam SPayLater mematuhi ketentuan Pasal 1320 KUH 

Perdata, karena semua pihak yang terlibat dianggap cakap secara hukum. 

Perjanjian peminjaman dalam Shopee Paylater berhubungan dengan 

dana elektronik yang tersedia bagi pengguna untuk digunakan dalam 

transaksi di aplikasi Shopee. Persetujuan penggunaan saldo ini telah 

disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya. Setiap pengguna diberikan 
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jumlah saldo yang berbeda oleh Shopee. Batas layanan pinjaman tersebut 

disesuaikan dengan setiap pengguna, mulai dari Rp750.000,- untuk 

pengguna baru hingga maksimal Rp15.000.000,- atau lebih besar lagi bagi 

pengguna tertentu. Pengguna yang dapat menaikkan limit pinjaman harus 

memenuhi kriteria, yaitu: sering menggunakan SPayLater untuk 

melakukan transaksi di Shopee, melunasi tagihan SPayLater tepat waktu 

sebelum jatuh tempo, menggunakan SPayLater dengan aman, dan 

memiliki skor kredit yang baik.
71

 

Pinjaman tersebut tidak dapat dikonversikan menjadi uang yang bisa 

dipindahkan ke rekening bank namun uang tersebut hanya bisa digunakan 

untuk bertransaksi di aplikasi Shopee. Setelah peminjam mendapat 

pinjaman, maka peminjam wajib membayar cicilan pinjaman sesuai 

periode yang ditenukan. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian dalam 

SPayLater sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 

tersebut mengharuskan adanya objek pinjaman yang jelas dengan 

spesifikasi tertentu yang telah ditentukan di awal perjanjian pinjaman. 

Dalam konteks ini, objek pinjaman adalah saldo uang elektronik yang 

tersedia bagi pengguna Shopee untuk melakukan transaksi, dengan batasan 

jumlah saldo yang telah ditetapkan pada awal perjanjian. Dengan 

demikian, perjanjian SPayLater memenuhi syarat-syarat sah perjanjian 

menurut hukum perdata. 
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Layanan SPayLater memungkinkan pengguna untuk melakukan 

pembelian produk dari penjual, bahkan ketika mereka tidak memiliki 

uang, mereka ingin melakukan pembelian segera sebelum stok produk 

habis. Selain itu, pengguna dapat menggunakan saldo Shopee Paylater 

untuk membayar transaksi lainnya, seperti tagihan listrik. Ini memberikan 

fleksibilitas tambahan kepada pengguna dalam mengelola keuangan 

mereka dan memungkinkan mereka untuk melakukan pembelian atau 

pembayaran tanpa harus langsung menggunakan uang tunai seperti tagihan 

air, tagihan pajak, pembelian pulsa dan kuota data, pembelian tiket 

pesawat, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian yang ada di 

SPayLater telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1320 KUH Perdata, 

yaitu pinjaman SPayLater merupakan perjanjian dengan sebab yang halal 

secara hukum. 

Proses pinjaman online seperti pada SPayLater biasanya dilakukan 

oleh para pihak yang tidak saling kenal dan dilakukan secara jarak jauh. 

Hal ini menimbulkan kemungkinan adanya pihak yang lalai atau tidak 

bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya. Sehingga perlu ada 

keterlibatan dari OJK untuk mengawasi transaksi pinjaman online pada 

SPayLater. OJK dapat melakukan pengawasan dengan mengeluarkan 

peraturan yang khusus mengenai bunga yang dikenakan pada pinjaman 

online karena sering terjadi kasus di mana pihak kreditur memberi jumlah 

bunga pinjaman yang tidak dapat diterima sehingga debitur menabung 

bunga. 
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Dalam konteks regulasi bunga, SPayLater mengacu pada POJK 

Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang 

Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17 ayat 

(1). Pasal tersebut menegaskan bahwa tingkat bunga harus 

dipertimbangkan dengan memperhatikan kewajaran dan kondisi ekonomi 

dalam negeri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, tingkat bunga yang 

dikenakan untuk pinjaman SPayLater ditetapkan sebesar 2,95% perbulan. 

Tingkat bunga ini dianggap sesuai dengan kondisi perekonomian nasional 

pada saat itu. 

Pasal 1249 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur bertanggung 

jawab untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga sesuai dengan 

persetujuan dalam perjanjian. Jika perjanjian tidak mencantumkan 

ketentuan tersebut, besaran penggantian tersebut akan mengikuti aturan 

yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan atau dapat ditentukan 

oleh pengadilan. Biaya administrasi dan denda keterlambatan ditetapkan 

dalam SPayLater sesuai dengan persentase yang disepakati dalam 

perjanjian. Dengan demikian, SPayLater dianggap telah memenuhi 

persyaratan yang diatur oleh hukum positif Indonesia.
72
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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka dapat disimpulkan 

bahwa mekanisme Shopee PayLater memungkinkan pengguna untuk 

bertransaksi dengan sistem cicilan setelah permohonan disetujui, sesuai 

dengan batas kredit yang diberikan. Pengguna wajib mengaktifkan fitur 

ini dan memastikan tidak ada tunggakan tagihan sebelumnya. OJK turut 

mengawasi proses aktivasi dengan menilai rekam jejak finansial 

pengguna. Shopee PayLater tidak berlaku untuk pembelian pada kategori 

tertentu, seperti Voucher, Emas, Uang Elektronik, dan Zakat. Pengguna 

dapat memilih cicilan 3, 6, atau 12 bulan dengan suku bunga mulai dari 

2,95%. Pembayaran dapat dilakukan melalui ShopeePay, Virtual 

Account, atau Indomaret, dengan opsi pelunasan lebih awal jika 

diinginkan. 

2. Bahwa keabsahan Sistem SpayLater dalam hukum Islam, sistem 

pembayaran SPayLater dapat dikategorikan sebagai akad qard, di mana 

prinsip dasar qard adalah pemberian pinjaman tanpa tambahan imbalan 

atau keuntungan. Meskipun SPayLater mengikuti prinsip-prinsip akad 

qard dalam hal perjanjian pinjaman dan pengembalian, ada kekhawatiran 

mengenai kehadiran bunga cicilan sebesar 2,95% yang diterapkan dalam 

sistem ini. Bunga ini dianggap sebagai riba dalam konteks syariah, yang 
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bertentangan dengan prinsip qard yang seharusnya bebas dari riba. 

Sedangakan Sistem SpayLater berdasarkan hukum positif Indonesia, 

khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan 

peraturan terkait lainnya, sistem SPayLater dianggap sah. Sistem ini 

memenuhi syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh KUHPerdata dan 

peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk 

peraturan mengenai pinjaman online dan teknologi finansial. SPayLater 

telah mendapatkan izin dari OJK, dan biaya administrasi serta bunga yang 

dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa perbandingan Spaylater dalam hukum Hukum Islam 

dan hukum positif adalah dalam hukum islam menilai SPayLater 

berdasarkan prinsip syariah menunjukkan bahwa sistem ini tidak 

sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam karena adanya unsur riba. Akad 

qard dalam hukum Islam harus bebas dari bunga dan keuntungan 

tambahan. Sedangkan dalam dari perspektif hukum positif di Indonesia, 

SPayLater dianggap sah karena mematuhi ketentuan peraturan yang 

berlaku dan diawasi oleh OJK. Sistem ini sesuai dengan regulasi 

perjanjian kredit dan bunga yang diatur dalam KUHPerdata dan peraturan 

terkait. Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip syariah, perlu ada 

penyesuaian pada sistem SPayLater untuk menghapuskan unsur riba. 

Namun, dari sisi hukum positif di Indonesia, SPayLater telah mematuhi 

semua ketentuan yang berlaku dan diakui secara sah. 
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B. Saran 

1. Pihak shopee sebaiknya meninjau kembali kebijakan standar dan cara 

penerapannya dengan menampilkan secara jelas besaran bunga dalam 

proses checkout atau rincian pembayaran, serta mengungkapkan secara 

tegas ketentuan terkait denda dan syarat layanan. Hal ini bertujuan agar 

tidak terjadi ketidakpahaman antara penjual dan pembeli, serta 

memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses tersebut. 

Diharapkan bahwa pengguna atau konsumen dapat meningkatkan 

kewaspadaan dan ketelitian dalam memilih produk. 

2. Pengguna Shopee, terutama mereka yang beragama Islam dan 

menggunakan Shopee PayLater untuk memenuhi kebutuhan mereka, 

disarankan untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan transaksi ini. 

Sebagai individu Muslim, penting untuk memastikan bahwa akad yang 

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agar transaksi tersebut 

sah secara agama. 
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Lampiran 1 Langkah-langkah transaksi menggunakan ShopeePayLater 

 
 

Gambar 1.1 Pilih ShopeePayLater 

sebagai metode pembayaran. Klik 

Konfirmasi. 

 

 
 

Gambar 1.2 Klik Buat Pesanan. 

 

  



 

 

Lampiran 2 Mekanisme Pembayaran Shopee Paylater 

 

Klik Saya, lalu pilih SPayLater. 

 

 

Pilih Total Tagihan Bulan Ini. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman Jumlah yang harus 

dibayar, klik Tagihan Bulan Depan 

dan klik Bayar Lebih Dulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada halaman Jumlah yang harus 

dibayar, pilih Metode Pembayaran, 

dan klik Konfirmasi.  



 

 

 

 

Pilih metode pembayaran ShopeePay, 

Virtual Account, atau Indomaret. 

 

 

 

Apabila pembayaran Anda berhasil 

terverifikasi. 
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